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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini
berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.
1. Konsonan

No Arab Latin No Arab Latin

1 ا Tidak dilambangkan 16 ط t}

2 ب B 17 ظ z}

3 ت T 18 ع ‘
4 ث s| 19 غ G

5 ج J 20 ف F

6 ح h} 21 ق Q

7 خ Kh 22 ك K

8 د D 23 ل L

9 ذ z\ 24 م M

10 ر R 25 ن N

11 ز Z 26 و W

12 س S 27 ه H

13 ش Sy 28 ء '

14 ص s} 29 ي Y

15 ض d}

2. Vokal pendek 3. Vokal panjang

أَ  = a كَتَبَ  kataba ئَا = ā قَالَ  qāla

إِ  = i سُئِلَ  su'ila يْ  ِ = ī قِيْلَ  qīla

أُ  = u بُ  َ يَذْ yaẓhabu وْ ئُ  = ū يَقُوْلُ  yaqūlu

4.  Diftong
اَيْ  = ai كَيْفَ  kaifa

اَوْ  = au حَوْلَ  h}aula

5.  Kata sandang Alif+Lam
Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan

menjadi = al

نمَ حْ الرَّ  = al-Rahman نْ المَِ عَ الْ  = al-‘Ālamīn



iv

MOTTO

ھَ إِنَّ  حْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّ ِ ْ ىذِيوَإِيتَاءِ وَ َالْقُرَْ نْ َ ِ وَالمْنُْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَ ْ وَالْبَ

عِظُكُمْ  كُمْ َ رُونَ لَعَلَّ .تَذَكَّ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S al-Nahl: 90).1

1 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra
Semarang, 2002), h. 559.
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ABSTRAK

Menurut para ulama ada tiga sebab seseorang dapat memperoleh nafkah,
pertama pernikahan, kedua kekerabatan, ketiga kepemilikan. Nafkah adalah
pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya
dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang
dibutuhkan manusia yang berupa kiswah (pakaian), tha’am (makanan), dan
maskan (tempat tinggal).

Berkaitan dengan nafkah kerabat yang berlainan agama, al-Nawawi
berpendapat, bahwa meskipun kerabat berlainan agama tidaklah menjadi
penghalang untuk mendapatkan hak nafkah. Berbeda dengan pendapatnya Ibn
Qudamah, yang mana ia berpendapat bahwa perbedaan agama menjadi
penghalang bagi kerabat untuk mendapatkan hak nafkah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah 1. Apa pendapat al-Nawawi dan Ibn Qudamah tentang hak nafkah kerabat
karena perbedaan agama? 2. Bagaimana metode istinbat al-Nawawi dan Ibn
Qudamah tentang hak nafkah kerabat karena perbedaan agama?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library
research). Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Dalam penelitian
ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi.
Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan
metode analisis komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Al-Nawawi dalam masalah
hak nafkah kerabat yang berlainan agama, Ia berpendapat bahwa meskipun
berbeda agama, kerabat tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, yang
mana pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama (Imam Abu
Hanifah, Imam Malik, dan Imam al-Syafi’i- mereka tidak mensyaratkan
seagama), akan tetapi Ibn Qudamah berpendapat lain. Bahwa ketidaksamaan
agama dapat menghalangi seorang kerabat untuk mendapatkan nafkah.

Sedangkan dalam beriṣtinbāṭ mereka berlainan metode iṣtinbāṭ-nya, al-
Nawawi berargumen dengan menggunakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh
banyak perawi hadis, misalnya al-Syafi’i, Ibn Hiban, al-Baihaqi Ahmad, dan
hadisnya berstatus hadis sahih, sementara Ibn Qudamah berhujjah dengan
menggunakan qiyas, yaitu menyamakannya dengan hukum kewarisan, yang mana
bila ditemukan kewarisan yang berlainan agama, maka tidak bisa saling mewarisi.
Kata Kunci: Nafkah, Beda Agama, al-Nawawi dan Ibn Qudamah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerabat yaitu orang yang masih ada hubungan keturunan atau nasab sebab

dan terjadinya suatu akad perkawinan, baik ke atas maupun ke bawah, baik yang

termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli waris. Sebutan lain dari kerabat

adalah famili.1

Memberi nafkah karena kerabat bagi seseorang merupakan kewajiban.

Apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan

pertolongan karena miskin dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt:

رْ تَـبْذِيرًا .وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُـبَذِّ

Artinya: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, dan juga kepada orang
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S al-Isyra’: 26).2

Maksud dari ayat di atas adalah: berikanlah olehmu wahai kaum mukallaf,3

kepada kerabatmu segala haknya yaitu: hubungan kasih sayang dan bergaul

dengan baik dengan mereka. Jika mereka berhajat kepada nafkah, berilah sekedar

1 M. Abdul Mujib, dkk, Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 155.
2 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra

Semarang, 2002), hal. 284.
3 Mukallaf ialah orang yang telah dianggap mampu atau cakap bertindak hukum, baik yang

berhubungan dengan perintah Allah Swt maupun yang berhubungan dengan larangan-Nya, dan oleh
karenanya ia memikul pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Lihat selengkapnya dalam: Ali
Imron, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi
Taklif dan Mas’uliyyat Dalam Legislasi Hukum), Disertasi Program Pasca Sarjana UNDIP, 2008, hal.
145. Disertasi dipublikasikan.
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menutupi kebutuhannya. Demikian juga berilah pertolongan akan orang miskin

dan musafir yang berjalan untuk sesuatu kepentingan yang dibenarkan syara’, agar

maksudnya tercapai.

Hubungan karib kerabat itu selalu akan menimbulkan hak dan kewajiban, di

mana kerabat yang mampu berkewajiban membantu kerabatnya yang tidak

mampu, di mana hidupnya dalam keadaan serba kekurangan. Sebaliknya kerabat

yang tidak mempunyai kemampuan mempunyai hak untuk memperoleh bantuan

dari kerabat yang mampu.

Dalam al-Qur'an menyuruh untuk memperkuat hubungan kerabat ini dengan

mengadakan hubungan baik (silaturahmi) dan saling tolong menolong, baik moril

maupun materil, urusan kebendaan dan kerohanian. Akan tetapi hubungan erat

dengan kerabat itu tidak boleh sampai menghilangkan rasa keadilan, atau hanya

adil untuk kerabat yang kaya dan tidak adil terhadap kerabat yang miskin.4 Hal ini

sebagaimana tergambarkan dalam al-Qur’an surat al-Nahl ayat 90:

هَـى عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَ  حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبـَى وَيَـنـْ الْمُنْكَـرِ وَالْبـَغـْيِ يعَِظُكُـمْ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

.لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi

4 Fahruddin HS, Ensiklopedi al-Qur'an, (Jakarta: Rineka Cipta, Jilid I, 1992), hal. 599.
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pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. al-
Nahl: 90).5

Seseorang yang hidup di tengah-tengah keluarga dan kerabatnya tidak dapat

melepaskan diri dari kewajiban memperhatikan resiko keluarga dan kerabatnya itu,

maka seorang kerabat wajib ikut serta memikirkan dan berusaha meningkatkan

kualitas keluarga dan kerabat, sebagai sarana pembangunan keluarga baik di

bidang mental spiritual maupun di bidang fisik materil.

Hubungan hukum yang bersifat materil terhadap kerabat dan keluarga dekat

ialah hubungan kecintaan, penghormatan, kebajikan, mendoakan, sikap rendah

diri, belas kasih, bersilaturrahmi, tenggang rasa dan ikut serta bertanggung jawab

terhadap nama baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh kerabat dan

keluarga atas dasar cinta kasih dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Swt

sebagai berikut:

ــرٍ  ــنِ يَسْــألَُونَكَ مَــاذَا يُـنْفِقُــونَ قــُلْ مَــا أَنْـفَقْــتُمْ مِــنْ خَيْ ــرَبيِنَ وَالْيَتَــامَى وَالْمَسَــاكِينِ وَابْ ــدَيْنِ وَالأَْقـْ فلَِلْوَالِ

.السَّبِيلِ وَمَا تَـفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ بهِِ عَلِيمٌ 

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka
infakan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya
diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin
dan orang yang dalam perjalanan”. Dan kebaikan apa saja yang kamu
kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. (Q.S. al-Baqarah:
115).6

5 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 277.
6 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 33.
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Bila seseorang cukup mampu dalam hal membiayai kehidupannya, maka dia

juga berkewajiban menafkahi sanak keluarganya yang miskin terutama mereka

yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian

warisan pada saat kerabat yang melarat itu wafat. Seseorang yang kaya juga

diwajibkan membantu dan menafkahi orang-orang yang miskin dan yang

membutuhkan yang tinggal di daerahnya, tanpa membedakan kedudukan,

kepercayaan ataupun warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang

sedemikian itu.7 Sebagaimana firman Allah Swt:

إِلاَّ وُسْـعَهَا لاَ تُضَـارَّ وَالـِدَةٌ بِوَلـَدِهَا نَـفْـسٌ نَّ بـِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّـفُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْـوَتُـهُ 

.وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ 

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan
cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang
ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti
itu pula. (Q.S al-Baqarah: 233).8

Adapun syarat-syarat kewajiban memberi nafkah kepada kerabat adalah

sebagai berikut:

1) Adanya orang yang berhak menerima nafkah.

Para Fuqaha berbeda pendapat terkait dengan hubungan kekerabatan ini.

Malikiyyah berpendapat bahwa qarābah yang wajib diberi nafkah hanya pada

7 Basri Iba Asghary, dkk, Perkawinan dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-I,
1992), hal. 129.

8 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 37.
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hubungan orang tua dan anak (wālid wa walad). Syafi’iyyah berpendapat

bahwa hubungan kekerabatan tersebut adalah hubungan orang tua dan anak dan

hubungan cucu dan kakek (uṣūl dan furū’). Sementara itu, Hanafiyyah

menganggap qarābah dalam konteks mahramiyyah, tidak terbatas pada uṣūl

dan furū’ saja, tetapi meliputi juga kerabat dalam garis menyamping (hawasī)

dan dzawil arham. Sedangkan Hanabilah memahami bahwa qarābah dalam

konteks hubungan waris farāiḍ dan asābah yang terdiri dari uṣūl, furū’ hawāsī

dan dzawil arham yang ada pada jalur nasab.9

2) Adanya orang yang berkewajiban memberi nafkah.

Menurut kesepakatan seluruh maẓhab kecuali Hanafiyyah, persyaratan

orang yang berhak memberi nafkah itu haruslah orang yang berkecukupan dan

mampu. Tetapi Hanafiyyah mengatakan bahwa persyaratan orang yang

memberikan nafkah itu harus kaya, hanya berlaku bagi kaum kerabat yang tidak

terletak pada jalur pokok.

3) Disyaratkan harus seagama.

Apabila salah seorang diantaranya muslim dan lainnya non muslim maka

menurut Hanabilah tidak ada kewajiban memberi nafkah sedangkan menurut

Malikiyyah dan Syafi’iyyah tidak disyaratkan harus seagama. Seorang muslim

wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang bukan muslim, sebagaimana

9 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz X,
2007), hal. 83.
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halnya dengan nafkah untuk istri yang beragama ahli kitab, sedangkan

suaminya seorang muslim.

Akan tetapi Hanafiyyah berpendapat kaitannya dengan ayah dan anak, tidak

disyaratkan harus seagama, sedangkan bila bukan ayah dan anak diharuskan

seagama. Dengan demikian seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada

saudaranya yang bukan muslim dan sebaliknya.10

Sedangkan menurut Imām al-Nawawī bahwa perbedaan agama tidaklah

menjadi penyebab gugurnya seorang kerabat untuk mendapatkan nafkah,

sebagaimana teks berikut ini:

يْنِ وَمَــعَ اِخْتِلاَفِــهِ  ، فــَإِنْ كَــانَ أَحَــدُهُمَا مُسْــلِمًا وَالآَْخَــرُ كَــافِرًا لــَمْ نَـفَقَــةُ الْقَرَابــَةِ تَجِــبُ مَــعَ اِتِّـفَــاقِ الــدِّ

يْنِ وَاخْ  تِلاَفِـهِ، وَلاَ يمَْنَعْ ذَلِكَ مِنْ وُجُـوْبِ النـَّفَقَـةِ، لأِنََّـهُ حَـقٌّ يَـتـَعَلَّـقُ بـِالْوِلاَدَةِ فَـوَجَـبَ مَـعَ اِتِّـفَـاقِ الـدِّ

مَوْلـُوْدِيْنَ مِـنَ الْقَرَابـَةِ كَـالاَْخِ وَابـْنِ الأَْخِ وَالْعَـمِّ وَابـْنِ الْعَـمِّ وَقـَالَ أَبــُوْ تَجِبُ الَنـَّفَقَةُ لِغيَْرِ الْوَالـِدَيْنِ وَالْ 

ـــةِ وَالْ  ـــمِّ وَالْعَمَّ ـــةُ الأَْخِ وَأَوْلاَدِهِ وَالْعَ ـــهِ نَـفَقَ ـــمٍ مَحْـــرُمٍ، فَـتَجِـــبُ عَلَيْ ـــةَ تَجِـــبُ لِكُـــلِّ ذِيْ رحَِ فَ خَـــالِ حَنِيـْ

11.جِبُ عَلَيْهِ نَـفَقَةُ أَوْلاَدِ الْعَمِّ وَلاَ أَوْلاَدِ الْخَالِ وَلاَ أَوْلاَدِ الْخَالَةِ وَالْخَالَةِ، وَلاَ تَ 

Artinya: Wajib menafkahi kerabat dekat baik terdapat kesamaan dalam hal
agama maupun tidak. Jika salah satunya muslim dan yang lain kafir, hal
ini tidak menghalangi kewajiban nafkah, karena merupakan hak yang
berhubungan dengan ikatan orang tua dan anak maka tetap wajib
menafkahi, baik agamanya sama ataupun berbeda. Dan tidak wajib

10 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Ahwal al-Syahsiyah, (t.t: Dāru al-Ilmiah, t.th), hal. 117-
118.

11 Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, Al-Majmū’, (Baīrūt Libanān: Dārul
Fikr, Juz 18, 2000 H/ 1421M), hal. 297.
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menafkahi kerabat yang tidak memiliki hubungan orang tua - anak,
seperti terhadap saudara laki-laki, keponakan, paman, dan sepupu.
Menurut Abū Hanifah wajib menafkahi setiap dzawil arham (kerabat
jauh), maka wajib menafkahi saudara laki-laki dan keturunannya,
paman, bibi, dan tidak wajib menafkahi anaknya paman, anaknya bibik,
dan anaknya bibi.

Sementara pendapat dari kalangan Ulama Hanabilah, sebagaimana

diutarakan oleh Ibn Qudāmah, bahwa perbedaan agama dapat menghalangi kerabat

untuk mendapatkan nafkah, sebagaimana tercantum dalam teks berikut:

ينِ، كَنـَفَقَـةِ غَيْـرِ عَ  مُـودَيْ وَلنََا، أَنَّـهَا مُوَاسَاةٌ عَلَى سَبِيلِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ، فَـلـَمْ تَجِـبْ مَـعَ اخْـتِلاَفِ الـدِّ

رُ مُتـَوَارثَِـيْنِ فَـلَمْ يَجِبْ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ نَـفَقَةٌ باِلْقَرَابةَِ النَّ  12.سَبِ، وَلأِنََّـهُمَا غَيـْ

Artinya: Dalil kami adalah bahwa memberi nafkah kepada orang tua itu bentuk
kesukarelaan yang didasari jalan berbakti dan juga silaturahim (antar
kerabat), maka itu tidak wajib jika keduanya berbeda agama.
Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar
keturunan (nasab), karena keduanya tidak saling mewarisi, dan tidaklah
wajib pula memberikan nafkah bagi salah satu diantara orang tua atas
yang lain dengan adanya kekerabatan.

Hal tersebut diperkuat pula oleh kalangan Hanabilah, yang mana pendapat

tersebut diutarakan oleh Imām al-Mardawī, sebagaimana teks di bawah ini:

ينِ  13.وَلاَ تَجِبُ نَـفَقَةُ الأَْقاَرِبِ مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّ

Artinya: Tidaklah wajib menafkahi kerabat dengan adanya perbedaan agama.

12 Ibn Qudāmah, Al-Mughnī libni Qudāmah, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah
al-Hawa, (t.t: Dāru ‘Alim al-Kutūb, Juz XI, Cet. Ke-III, 1997), hal. 376.

13 ‘Alāuddin Abū al-Hasan ‘Ali bin Sulaīmān Al-Mardāwī al-Hanbalī, Al-Inṣāf, (t.t, Dāru Ihyā’
al-Turaṡ al-‘Araby, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955), hal. 402.
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Ini karena memang dalam maẓhab Hanbali, salah satu syarat wajibnya

memperoleh nafkah ialah adanya kesamaan agama. Selain itu, maẓhab ini juga

melihat bahwa memberi nafkah kepada orang tua adalah sebuah bentuk

belasungkawa, atau pekerjaan sukarela yang didasari atas kebaktian (kepada orang

tua) dan Ṣilah (menyambung tali silaturahim), maka tidak wajib kepada yang beda

agamanya. Karena perbedaan agama tidak terdapat di dalamnya nilai [ رُّ بِلْ اَ  ]

(berbakti) dan juga menyambung tali silaturahmi, sebagaimana juga perbedaan

agama yang memutus jalannya perwarisan (Orang yang berbeda agama tidak

saling mewarisi).

Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena

sejauh pembacaan penulis, kedua Imām itulah yang secara eksplisit memberikan

jawaban atas permasalahan hak nafkah bagi kerabat yang berlainan agama.

Sepintas membandingkan pendapat dua Imām yang berbeda tentu akan melahirkan

pendapat yang berbeda pula. Namun perlu juga diingat bahwa terkadang dalam

masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam imāmnya, akan melahirkan

pendapat yang sama pula. Perbedaan tersebut memunculkan bermacam praduga,

apakah dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, ataukah

hanya sentimen para Imām belaka.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih

dalam tentang ketentuan Imām al-Nawawī dengan Imām Ibn Qudāmah dalam

menanggapi persoalan tersebut, maka penulis akan melakukan kajian lebih
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mendalam tentang permasalahan ini dengan judul “Hak Nafkah Kerabat yang

Beda Agama (Studi Perbandingan Pendapat Imām al-Nawawī dan Imām Ibn

Qudāmah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka pokok persoalan yang akan

diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pendapat Imām al-Nawawī dan Imām Ibn Qudāmah tentang hak nafkah

kerabat yang beda agama?

2. Bagaimana metode iṣtinbāṭ Imām al-Nawawī dan Imām Ibn Qudāmah tentang

hak nafkah kerabat yang beda agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imām al-Nawawī dan Imām Ibn

Qudāmah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama.

2. Untuk mengetahui bagaimana metode iṣtinbāṭ Imām al-Nawawī dan Imām Ibn

Qudāmah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1) Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di Perguruan

Tinggi.
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2) Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis

dalam bidang ilmu hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan, pembacaan yang penulis dapatkan, ada beberapa

penelitian yang materi dalam pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini.

Namun fokus   penelitiannya belum mengkaji secara spesifik, mengenai beberapa

penelitian yang di maksud diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah mahasisiwi IAIN

Walisongo Semarang yang berjudul Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis

Pandangan Asghar Ali Engineer) menyimpulkan bahwa mantan istri bisa

mendapatkan nafkah sampai mantan istri meninggal atau menikah lagi. Karena

jauh dari rasa keadilan bila istri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau

krabatnya setelah priode iddah, karena pada dasarnya semua manusia itu sama,

merdeka dan makhluk berakal yang memberikan kecenderungan kepada

persamaan dan keadilan. Dalam analisis skripsi ini hasilnya adalah bahwasanya

kriteria mantan istri yang mendapatkan nafkah adalah: pertama, seorang wanita

yang telah dicerai dan tidak mampu memelihara dirinya sendiri (miskin), kedua,

seorang wanita yang sudah tua usianya, ketiga, wanita tersebut tidak memiliki

sanak famili. Sedangkan yang kedua bahwasanya pemikiran Asghar memiliki

relevansi dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 (c), yang mana juga
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sudah dijelaskan dalam KHI yang memberikan nafkah kepada mantan istri sampai

masa idah.14

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Triani Jurusan Perbandingan Madzhab dan

Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Ketentuan Nafkah Bagi

Kaum Kerabat (Studi Komparatif Antara Imām Malik dan Imām al-Syafi’i). Ia

menyimpulkan bahwa Imām Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan

oleh ayah kepada anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan terbatas hanya

disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut. Imām al-

Syafi’i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga

yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi

dengan anggota-anggota yang tertentu. Dan adapun hasil dari penelitian tersebut

penulis lebih sependapat dengan Imām al-Syafi’i bahwa nafkah kerabat wajib di

berikan kepada semua kaum kerabat bagi kerabat yang membutuhkan. Dengan

demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan nafkah kerabat ini terdapat

pula perbedaan pendapat.15

Ketiga, Jurnal ilmu hukum karya Syamsul Bahri yang berjudul ”Konsep

Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law”. Ia

menyimpulkan bahwa Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan

tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi

14 Uswatun Hasanah, Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Agsar Ali
Engineer). Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2008. Skripsi dipublikasikan.

15 Triani, Ketentuan Nafkah Bagi Kaum Kerabat (Studi Komparatif Antara Imām Malik dan
Imām al-Syafi’i), skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2015. Skripsi dipublikasikan.
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istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam

hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al- Baqarah: 233 dan juga al

Hadis. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan atau

keturunan, kepemilkan dan perkawinan. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi

belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal,

pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus

dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut

harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah.16

Maka, belum satupun skripsi maupun jurnal yang membahas tentang tema

yang penulis angkat. Penulis disamping menggunakan pendekatan perbandingan,

penulis juga akan lebih memperluas pembahasannya, yang mana penulis akan

mengungkap pendapatnya Imām al-Nawawi dalam kitab al-Majmū’, dan Imām Ibn

Qudāmah dalam karyanya al-Mughnī.

16 Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law,
kanun jurnal ilmu hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015). Jurnal dipublikasikan.
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E. Metode Penelitian

Yang di maksud dengan metode penelitan adaah suatu cara atau jalan yang

ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu

penelitian,untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.17 Untuk

melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan paradigma

normatif-doktrinal, yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode

pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiaannya digali

melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah,

koran, majalah dan dokumen).18 Berdasarkan pada pengertian ini, maka penulis

akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku atau kitab-kitab

fikih, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik hak nafkah kerabat yang

beda agama.

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data penelitian adalah subyek dari

mana data dapat diperoleh.19 Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni

data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data dalam

17 Joko Subagyo, Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1994), hal. 2.

18 Nana Saodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 52.
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ,(Jakarta: Rineka Cipta,

Cet. Ke-12, t.th), hal. 120.
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penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.20 Ada dua macam data

yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a.Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan

diteliti.21 Sumber data ini didapatkan dari kitab kitab al-Majmū’ karya Imām

al-Nawawī dan al-Mughnī karya Imām Ibn Qudāmah.

b.Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data pelengkap dan

pendukung dari data primer.22 Maka dalam penelitian ini, data penunjang

tersebut penulis dapatkan dari kitab-kitab atau buku-buku yang mempunyai

relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah

Kitab al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili dan kitab-

kitab atau buku-buku lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu cara memperoleh dengan menelusuri

dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang

20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hal. 120.
21 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995.),

hal. 84-85.
22 Surachmad, Dasar Dan Tehnik Research, (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 134.



15

undangan.23 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen

yang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan Imām al-Nawawī

dalam kitab al-Majmū’ dan Imām Ibn Qudāmah yang tertuang dalam kitab al-

Mughnī tentang hak nafkah kerabat yang beda agama.

4. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data

tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

a. Deskritif, adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang

dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian

lapangan seperti dalam menelti lembaga keuangan syari’ah atau organisasi

keagamaan, maupun dalam penelitian leterer seperti pemikiran tokoh hukum

Islam, atau sebuah pendapat hukum.24 Berdasarkan pada pengertian tersebut,

penulis akan menganalisa data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan

diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imām al-Nawawī dan Imām Ibn

Qudāmah terkait dengan hak nafkah kerabat yang beda agama.

b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau

dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fikih.25

Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang

23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hal. 202.
24 Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo

Semarang), hal. 13.
25 Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi, hal. 14.
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sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang

menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Imām al-Nawawī dan Imām Ibn

Qudāmah dalam menanggapi masalah tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis

data, penulis akan menggunakan teknik analisis data deskritif-komparatif, yaitu

dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian

membandingkan antara keduanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta

memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis

sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan

petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo

Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab

terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam

penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan,

telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi

penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, terdiri dari dua sub bab, bab pertama: tinjauan umum tentang

nafkah yang berisi: pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab, syarat dan
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rukun mendapatkan nafkah. Sub bab kedua tinjauan umum tentang kerabat yang

berisi: pengertian kerabat, kerabat yang berhak mendapatkan nafkah, dan terakhir

ialah hal-hal yang menggugurkan nafkah kerabat.

Bab ketiga menjelaskan dan memaparkan tentang pendapat Imām al-Nawawī

dan Imām Ibn Qudāmah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama, bab ini

memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang biografi, pendapat

Imām al-Nawawi dan metode iṣtinbāṭ Imām al-Nawawī. Dan sub bab kedua

menjelaskan tentang biografi, pendapat dan metode iṣtinbāṭ Imām Ibn Qudāmah

tentang hak nafkah kerabat yang beda agama.

Bab keempat merupakan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini berisi dua

sub bab, yang pertama ialah analisis terhadap pendapat Imām al-Nawawī dan

Imām Ibn Qudāmah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama. Sub bab kedua

membahas analisis metode iṣtinbāṭ Imām al-Nawawī dan Imām Ibn Qudāmah

tentang hak nafkah kerabat yang beda agama.

Bab kelima adalah penutup. Berisi tiga sub bab, meliputi kesimpulan, saran-

saran dan kata penutup.
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BAB II

TIJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN KERABAT

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak pengertian. Secara

etimologis, nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata anfaqa-yunfiqu-infaqan,

yang diartikan dengan pembelanjaan.1 Dalam bahasa Indonesia, nafkah

diartikan dengan pengeluaran.2 Pendapat lain mengatakan, bahwa nafkah

berasal dari bentuk kata dasar benda (masdar atau noun) dari kata kerja

“nafaqa” yang sering disepadankan pengertiannya dengan kata kerja żahaba,

kharaja, nafada dan maḍa.3

Kalimat tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu

sama-sama menunjukan keberpindahan suatu hal ke hal lain. Kata maḍa yang

berarti berlalu atau lewat dan żahaba yang berarti pergi, serta kharaja yang

berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat ke

tempat yang lain. Kata nafada yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan

dan perubahan suatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian,

secara etimologis, nafaqa (dalam bentuk muta’adi anfaqa) berarti perbuatan

memindahkan dan mengalihkan sesuatu.

1 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir,
1984), hal. 1548.

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), hal. 770.
3 ‘Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh Ala al-Maẓahib al-Arba’ah, (Bairut Libanan: Dāru al-Fikr,

Juz IV, t.th), hal. 260.
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Sedangkan nafkah menurut istilah ialah pengeluaran yang digunakan

seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi

kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan

manusia yang berupa kiswah (pakaian), ṭa’ām (makanan), keperluan istri,

pembantu, dan maskan (tempat tinggal). Dengan demikian nafkah sebagai kata

dasar bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan

dikeluarkan untuk suatu hal baik berupa sandang, makanan, tempat tinggal.

Sebagaimana pendapat ulama di bawah ini:

رُ  ــوْفِيـْ ــا: تَـ ــةِ هُنَ ــةٍ وَدَوَاءٍ وَاِنْ  الَْمَقْصُــوْدُ باِالنـَّفَقَ ــامٍ وَمَسْــكَنٍ وَخِدْمَ ــهِ الَزَّوْجَــةُ مِــنْ طعََ ــاجُ اِليَْ ــا تَحْتَ مَ

4.كَانَتْ غَنِيَّةً 

Artinya: Yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat
tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang
yang kaya.

Sedangkan nafkah menurut Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana terdapat

dalam kitab al-Fikh ala al-Maẓāhib al-Arba’ah ialah:

، مٍ دْ أَ ، وَ زٍ بْـخُ نْ مِـهُ تـُقَ فَ ن ـَهِ يْـلَ عَ بُ جِـتَ نْ مَـأَمَّا فِي اِصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، فَـهُـوَ إِخْـرَاجُ الشَّـخْصِ مُؤْنـَةُ 

5.كَ لِ ذَ وِ حْ نَ . وَ احٍ بَ صْ مِ ، وَ نٍ هْ دُ ، وَ اءٍ مَ نِ مَ ثَ نْ مِ كَ لِ ذَ عُ بَ تْ ا ي ـَمَ ، وَ نٍ كَ سْ مَ ، وَ ةٍ وَ سْ كِ وَ 

Artinya: Nafkah menurut istilah Fuqaha yaitu pengeluaran seseorang atas
sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya,
terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu

4 Sayyid Syabiq, Fikh al-Sunnah, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-‘Arabi, Juz II, Cet Ke-III,
1977), hal. 169.

5 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ala al-Maẓahib al-Arba’ah, Juz IV, hal. 485.
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yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga
air, lampu dan lain sebagainya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah

semua pengeluaran seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya

untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukannya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Mengenai dasar hukum nafkah yang dimaksud ialah dalil atau hujjah yang

menunjukan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang

yang menjadi tanggunagnnya. Dasar hukum yang dipakai dalam masalah

nafkah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil al-Qur’an dan al-Hadis,

diantaranya:

1) Al-Qur’an al-Karim.

a. Q.S al-Isra’ ayat 26:

رْ تَـبْذِيرًا .وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُـبَذِّ

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan
janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
(Q.S al-Isra’: 26).6

Maksud dari ayat di atas adalah berikanlah olehmu wahai kaum

mukallaf, kepada kerabatmu segala haknya yaitu: hubungan kasih sayang

dan bergaul dengan baik dengan mereka. Jika mereka berhajat nafkah

kepada nafkah, berilah sekedar menutupi kebutuhannya. Demikian juga

6 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra
Semarang, 2002), hal. 37.
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berilah pertolongan akan orang miskin dan musafir yang berjalan untuk

suatu kepentingan yang dibenarkan syara’, agar maksudnya tercapai.

Hubungan karib kerabat itu selalu akan menimbulkan satu hak dan

kewajiban, di mana kerabat yang mampu berkewajiban membantu

kerabatnya yang tidak mampu, di mana hidupnya dalam keadaan serba

kekurangan. Sebaliknya kerabat yang tidak mempunnyai hak untuk

memperoleh bantuan dari kerabat yang mampu.

Telah dijelaskan juga di dalam al-Qur’an yang menyuruh untuk

memperkuat hubungan kerabat ini dengan mengadakan hubungan baik

(silaturrahmi) dan tolong menolong, baik moril maupun materil, urusan

kebendaan dan kerohanian. Akan tetapi hubungan erat kerabat itu tidak

boleh sampai rasa keadilan, atau hanya untuk kerabat yang kaya dan tidak

adil terhadap kerabat yang miskin.7 Sebagaimana firman Allah Swt dalam

surat al-Nahl ayat 90:

حْسَـانِ وَإِيتـَاءِ  هَـى عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنْكَـرِ وَالْبـَغْــيِ إِنَّ اللَّـهَ يـَأْمُرُ باِلْعَـدْلِ وَالإِْ ذِي الْقُرْبـَى وَيَـنـْ

.يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S
al-Nahl: 90).8

7 Fahruddin HS, Ensiklopedi al-Qur’an, (Jakarta: Rineka Cipta, Jilid I, 1992), hal. 599.
8 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya.............,hal. 559.
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Seorang yang hidup di tengah-tengah keluarga dan kerabatnya tidak

dapat melepaskan diri dari kewajiban memperhatikan resiko keluarga dan

kerabatnya itu, maka seorang kerabat wajib ikut serta memikirkan dan

berusaha meningkatkan kualitas keluarga dan kerabat, sebagai sarana

pembangunan keluarga baik di bidang mental spritual maupun di bidang

fisik materil.

Hubungan hukum yang bersifat materil terhadap kerabat dan keluarga

dekat ialah hubungan kecintaan, penghormatan, kebajikan, mendo’akan,

sikap rendah diri, belas kasih, bersilaturrahmi, tenggang rasa dan ikut serta

bertanggung jawab terhadap nama baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan

seluruh kerabat dan keluarga atas dasar cinta kasih dan kasih sayang.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam suarat al-Baqarah ayat 215:

قْــتُمْ مِــنْ خَيْــرٍ فلَِلْوَالــِدَيْنِ وَالأَْقـْــرَبيِنَ وَالْيَتَــامَى وَالْمَسَــاكِينِ يَسْــألَُونَكَ مَــاذَا يُـنْفِقُــونَ قــُلْ مَــا أَنْـفَ 

.وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَـفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ بهِِ عَلِيمٌ 

Artinya: Mereka bertannya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah:
“Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada
ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan
yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. (Q.S
al-Baqarah: 215).9

Kerabat merupakan salah satu sebab adanya nafkah bagi keluarga

dekat sebagai kewajiban atas keluarga dekat yang mampu. Pada umumnya

9 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya.............,hal. 559.
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para ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah: keluarga yang

dekat yang memerlukan nafkah saja, bukan keluarga jauh. Bila seorang

cukup mampu dalam hal membiayai kehidupannya, maka dia juga

berkewajiban menafkahi sanak keluarganya yang miskin terutama mereka

yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian

warisan pada saat kerabat yang melarat itu meninggal dunia. Seseorang yang

kaya juga diwajibkan membantu dan menafkahi orang-orang miskin dan

membutuhkan yang tinggal di sekitarnya, tanpa membedakan kedudukan,

kepercayaan ataupun warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang

sedemikian ini.10 Sebagaimana firamn Allah Swt dalam surat al-Baqarah

ayat 233:

لــَهُ وَالْوَالــِدَاتُ يُـرْضِــعْنَ أَوْلاَدَهُــنَّ حَــوْليَْنِ كَــامِلَيْنِ لِمَــنْ أَراَدَ أَنْ يــُتِمَّ الرَّضَــاعَةَ وَعَلَــى الْمَوْلــُودِ 

وُسْـعَهَا لاَ تُضَـارَّ وَالـِدَةٌ بِوَلـَدِهَا وَلاَ مَوْلـُودٌ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّـفُ نَـفْـسٌ إِلاَّ 

هُمَـا وَتَشَـاوُرٍ فـَلاَ جُنَــاحَ  لـَهُ بِوَلـَدِهِ وَعَلـَى الـْوَارِثِ مِثـْلُ ذَلـِكَ فــَإِنْ أَراَدَا فِصَـالاً عَـنْ تَــرَاضٍ مِنـْ

نـَـــاحَ عَلَـــــيْكُمْ إِذَا سَــــلَّمْتُمْ مَــــا آتَـيْـــــتُمْ عَلَيْهِمَــــا وَإِنْ أَرَدْتـُـــمْ أَنْ تَسْتـَرْضِــــعُوا أَوْلاَدكَُـــــمْ فـَـــلاَ جُ 

.باِلْمَعْرُوفِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang
patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula

10 Basri Iba Asghary dkk, Perkawinan dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-I,
1992), hal. 129.
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seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun
(berkewajiban) seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapih
dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusujkan
anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu
kerjakan. (Q.S al-Baqarah ayat: 233).11

2) Al-Hadis

a) Hadis riawayat Imām Bukhāri

ثَـنَا شُـعْبَةُ، عَـنْ عَـدِيِّ بـْنِ ثاَبـِتٍ، قـَالَ: سَـمِعْتُ عَبْـدَ اللَّـهِ بـْنَ  ثَـنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيـَاسٍ، حَـدَّ حَدَّ

عُودٍ الأنَْصَارِيِّ، فَـقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ فَـقَالَ: عَـنِ النَّبـِيِّ صَـلَّى االلهُ يزَيِدَ الأنَْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْ 

ــهُ صَــدَقَةً  ــتْ لَ ــوَ يَحْتَسِــبُـهَا، كَانَ ــهِ، وَهُ ــى أَهْلِ ــةً عَلَ ــقَ المُسْــلِمُ نَـفَقَ ــالَ: إِذَا أَنْـفَ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ عَلَيْ

12(رَوَاهُ الَْبُخَارِيْ).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abi Iyas dari Syu’bah
dari Adiyin bin Tsabit, ia berkata: aku telah mendengar Abdullah
bin Yazid al-Anshari dari Ibn Mas’ud al-Anshari, saya berkata: Dari
Rasulullah saw, beiau bersabda: Apabila seorang Muslim
memberikan belanja kepada keluarganya, semata-mata karena
mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala. (H.R. al-Bukhari).

b) Hadis riwayat dari ‘Āisyah

نْ عَـهِ يْـبِ أَ نْ عَـةْ وَ رْ عـُنْ بـِامْ شَـهِ نْ عَـرٍ هَ سْـمُ نْ ي بـِلِـعَ انَ ث ـَدَّ حَـيِّ دِ عْ لسَّـاَ رٍ جْـحُ نْ ي بِ لِ ي عَ نِ ثِ دَّ حَ 

ــقَ ةَ شَــائِ عَ  ــخَ دَ تْ الَ ــهِ تْ لْ ــبِ دٌ نْ ــتَ عُ تِ نْ ــاِ ةْ بَ ــأَ ةُ أَ رَ مْ ــعَ انْ يَ فْ سُــيْ بِ ــلَ عَ ى االلهلَّ االله صَــلِ وْ سُــي رَ لَ هِ يْ

11 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, hal. 37.
12 Abū Abdullah al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhari, (Bairut Libanon: Dāru al-Fikr, Juz III, 1410

H/1990 M), hal. 305.
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ــيْ نَّ االله إِ لَ وْ سُــا رَ يــَتْ لَــقَ ف ـَمَ لَّ سَــوَ  ــيْ مِــنَ النـَّفَقَــةِ مــاَ يَكْفِيْنِ أَبــَا سُــفْيَانَ رجَُــلٌ شَــحِيْحٌ لاَ يَـعْطِنِ

لُ وَيَكْفِيْ بنَِيْ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغِيَْرِ عِلْمِهِ فَـهَلْ عَلـَيَّ فِـي ذَلـِكَ مِـنْ جُنـَاحٍ فَـقَـالَ رَسُـوْ 

ـــكَ (رَوَاهُ  ـــيْ بنَِيْ ـــكَ وَيَكْفِ ـــاِالْمَعْرُوْفِ مـــاَ يَكْفِيْ ـــهِ ب ـــنْ مَالِ ـــلَّمَ خُـــذِيْ مِ ـــهِ وَسَ االله صَـــلَّى االله عَلَيْ

13الَْمُسْلِمُ).

Artinya: Telah menceritakan kepadaku ‘Ali bin Hujr al-Sya’dy, telah
menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyām bin ‘Urwah
dari ayahnya dari ‘Āisyah beliau berkata: Hindun putri ‘Utbah istri
Abū Sufyān masuk menghadap Rasulallah saw seraya berkata: Ya
Rasulallah sesungguhnya Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang
kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup kepada saya
dan anak-anakku kecuali apa yang saya ambil dari sebagian
hartanya tanpa sepengetahuanya. Apakah saya berdosa karena
perbuatanku itu? Lalu Rasul saw bersabda: Ambilah olehmu
sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu
dan anak-anakmu. (H.R Imām Muslim).

Seandainya memberi nafkah kepada anak bukan kewajiban seorang

ayah, niscaya Nabi saw tidak akan membolehkan Hindun mengambil uang

suaminya, karena harta seorang muslim dilindungi oleh syari’at. Syarat

kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah kondisi

keuangannya dalam keadaan baik (tidak dalam kesulitan ekonomi), atau dia

mampu memperoleh nafkah yang lebih dari kebutuhan dirinya sendiri.

Kewajiban memberi nafkah ini tidak gugur kecuali jika sang ayah

sudah tidak mampu lagi menunaikannya, sehingga kebutuhannya sendiri

ditanggung oleh orang lain, baik oleh orang tuanya atau oleh anak-anaknya

13 Imām Syarafuddin al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Bairut: Dāru al-Ma’rifah li al-Ṭaba’ah wa al-
Nasyr wa al-Tauzi’, Juz XII, 1999), hal. 234.
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(keturunannya). Dalam keadaan ini, kewajiban tersebut menjadi gugur dan

dirinya dianggap seperti tidak ada. Karena tidak sepatutnya membebankan

kewajiban kepadanya untuk memberi nafkah kepada orang lain sedangkan

kebutuhannya sendiri ditanggung oleh orang lain. Dan hadis tersebut juga

dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami kepada istrinya

menurut kadar kemampuan suaminya. Demikian menurut pendapat

Jumhur.14

c) Hadis riwayat dari Jābir

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِـي حَـدِيْثِ الْحَـجِّ بِطُوْلـِهِ قـاَلَ فِـي عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ االله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ا

15.ذِكْرِ النِّسَاءِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوْفِ (رَوَاهُ الَْمُسْلِمُ)

Artinya: Dari Jābir r.a dari Nabi saw dalam hadis tentang haji selengkapnya,
beliau bersabda dalam peringatannya tentang wanita, mereka
berhak mendapatkan dari kamu sekalian, makanannya, dan
pakaiannya dengan cara yang baik. (H.R Imām Muslim).

3. Sebab, Syarat dan Rukun Meperoleh Nafkah

Menurut para Ulama, ada tiga hal yang dikategorikan sebagai sebab

timbulnya kewajiban nafkah pada diri seseorang mukallaf terhadap seseorang,

yaitu:16

14 Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, Bustān al-Akhbār Mukhtaṣar Nail al-Aūṭār, Terjemahan
Nailul Aūṭār Himpunan Hadis-hadis Hukum, Penj. Mu’ammal Hamidi dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, Cet.
Ke- III, 2001), hal. 2466.

15 Muhammad bin Ismāīl bin Ṣalāḥ bin Muḥammad al-Hasanī, al-Ṣan’anī, Subul al-Salām, (t.t:
Dāru al-Hadis, Juz II, t.th), hal. 322.

16 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz
10, 2007), hal. 7349-7351.
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1) Qarābah (hubungan kekerabatan), yaitu karena adanya hubungan kekerabatan.

Ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Malikiyyah berpendapat bahwa

qarābah yang wajib dinafkahi ialah hubungan orang tua dan anak. Syafi’iyyah

berpendapat bahwa hubungan kekerabatan tersebut adalah hubungan orang tua

dan anak dan hubungan cucu dan kakek (uṣūl dan furū’ atau sebaliknya).

Sementara, Hanafiyyah menganggap qarābah dalam konteks mahramiyyah,

tidak terbatas hanya pada uṣūl dan furū’ saja, akan tetapi meliputi kerabat

dalam garis menyamping (hawāsyī) dan dzawil arham. Sedangkan Hanabilah

berpendapat, bahwa qarābah dalam konteks hubungan waris farāiḍ dan asabah,

yaitu terdiri dari uṣūl, furū’, hawāsyī, dan dzawil arham yang berada dalam

jalur nasab.

2) Zaūjizah (hubungan pernikahan), yaitu ikatan pernikahan yang sah.

Konsekwensi lain dari ikatan pernikahan ini adalah adanya nafkah bagi istri dan

anak-anaknya.

3) Milk (hubungan kepemilikan), yaitu sebab adanya kepemilikan atas sesuatu

(dalam hal ini pemilik budak). Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat

dipahami dalam kontek luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi

tanggungan atau ihtibās) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa

pembantu, memelihara hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.
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Ketetapan di atas dipertegas oleh Imām Taqiyuddīn dalam kitabnya Kifāyah

al-Akhyār, bahwa sebab mendapatkan nafkah adalah karena adanya hubungan

kerabat, hubungan milk dan hubungan pernikahan.17

Hubungan kerabat atau keluarga dekat juga merupkan sebab yang

mewajibkan adanya nafkah. Maka, kewajiban bagi masing-masing keluarga atas

yang lain karena satu sama lain merupakan bagian dan atas dasar kasih sayang.

Oleh karena itu, nafkah kepada kerabat juga wajib hukumnya, karena adanya

hubungan antara satu dengan yang lainnya (ayah dan seterusnya ke atas menafkahi

anak-anaknya, termasuk cucu dan seterusnya ke bawah). Dengan demikian, maka

wajib atas anak memberi nafkah kepada orang tua dan seterusnya ke atas, dan

wajib atas orang tua menafkahi anak-anaknya dan seterusnya ke bawah, karena

sebab adanya hubungan ayah dan anak, baik laki-laki maupun perempuan, begitu

juga antara ahli waris.18

Jika diperhatikan dari beberapa sebab di atas, maka sebab keturunan dan

hubungan kerabat merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah bagi anak.

Oleh karena itu, maka dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang anak berhak

menerima nafkah dari orang tuanya jika ia dalam keadaan tidak mampu dan tidak

mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Nafkah anak diwajibkan kepada ayahnya (dan termasuk didalamnya ayahnya

ayah dan seterusnya ke atas). Jika ayah tidak ada, maka ayahnya ayah (kakek)

17 Imām Taqiyuddīn, Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghayāh Al-Ihtiṣār, (Damaskus: Dāru Al-
Basyāir, Cet. Ke-IX, 2001), hal. 521.

18 Imām Taqiyuddin, Kifāyah al-Akhyār............, hal. 521.
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yang menggantikannya, dan begitulah seterusnya ke atas. Mengenai syarat

pemberian nafkah kepada anak kerabat (furū’) atas ayah (uṣūl) secara umum ialah

sebagai berikut:19

1) Adanya orang yang berhak menerima nafkah Ayah.

Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut.

Dengan demikian, tidak wajib memberi nafkah pada orang yang tidak

membutuhkannya. Anggota kerabat itu tidak mempunyai kesanggupan untuk

berusaha dan tidak mempunyai harta untuk kebutuhan nafkahnya sehingga

dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Hanafiyyah dan Syafi’iyyah

berpendapat: ketidak-mampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban

memberi nafkah kepada para ayah dan kakek.

2) Adanya orang yang berkewajiban memberi nafkah.

Menurut kesepakatan seluruh maẓhab kecuali Hanafiyyah, persyaratan

orang yang berhak memberi nafkah itu haruslah orang yang berkecukupan dan

mampu. Akan tetapi Hanafiyyah mengatakan bahwa persyaratan orang yang

memberikan nafkah itu harus kaya, hanya berlaku bagi kaum kerabat yang tidak

terletak pada jalur pokok.

3) Disyaratkan harus seagama.

Apabila salah seorang diantaranya muslim dan lainnya non muslim maka

menurut Hanabilah tidak ada kewajiban memberi nafkah. Sedangkan menurut

19 Muhammad Jawād Mughniyah, al-Fiqh ‘Ala al-Maẓāhib al-Khamsah, (Bairut: Muassasah al-
Shadiq, Cet. Ke-V, 1960), hal. 401-402.
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Malikiyyah dan Syafi’iyyah tidak disyaratkan harus seagama. Seorang muslim

wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang bukan muslim, sebagaimana

halnya dengan nafkah untuk istri yang beragama ahli kitab, sedangkan

suaminya seorang muslim. Akan tetapi Hanafiyyah berpendapat kaitannya

dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus seagama, sedangkan bila bukan

ayah dan anak diharuskan seagama. Dengan demikian seseorang tidak wajib

memberi nafkah kepada saudaranya yang bukan muslim dan sebaliknya.

4) (Uṣūl) memilki harta yang lebih di luar makanannya sendiri dan makanan

istrinya selama sehari semalam.

5) Anak (furū’) dalam keadaan miskin (tidak mampu bekerja).

Mengenai rukun nafkah ada tiga, yaitu sebagaimna berikut ini:20

1. Adanya seorang yang mengeluarkan nafkah atau pemberi nafkah yang biasa

disebut munfīq.

2. Adanya seorang yang menerima nafkah atau munfaq.

3. Adanya barang atau sesuatu yang dijadikan nafkah atau munfaq fiih.

B. Tinjauan Umum Tentang Kerabat

1. Pengertian kerabat

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerabat diartikan sebagai

yang dekat (pertalian keluarga), sedarah sedaging, keluarga, sanak saudara,

20 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz
10, 2007), hal. 7350.
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keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari gamet yang berbeda.21

Dari bahasa aslinya (arab) kata kerabat berasal dari kata qaraba yang berarti

dekat sebagai lawan dari kata ab’ad yang berarti jauh. Kata ini dipakai dalam

berbagai konteks berdasarkan derivasinya masing-masing, dan istilah qaraba

sendiri yang menunjuk kepada istilah kerabat dalam bahasa Indonesia

menunjukan kepada makna dekat karena adanya hubungan keturunan.22

Istilah kerabat dalam arti hubungan yang didasarkan kepada darah atau

keturunan, dalam istilah yang lebih spesifik lagi di sebut ūlū al-arham yang

memiliki makna orang-orang yang mempunnyai hubungan kerabat dan al-

arham yang berarti hubungan kekeluargaan.23 Sementara, menurut al-Maraghi

makna zūl qurbā ketika menafsirkan Q.S al-Nisa’ ayat 36 adalah golongan

terdekat yakni saudara laki-laki, paman dari ayah, paman dari ibu dan anak-

anak mereka. Di samping itu, kata al-arham sebagaimana terdapat dalam Q.S

al-Anfal ayat 75 yang dipahami dalam arti kekeluargaan.

Lebih lanjut menurut Quraish Shihab merupakan jamak dari kata rahim,

yaitu tempat janin diperut ibu. Mayoritas ulama memahami kata al-arham

dalam arti kekerabatan yang diikat oleh hubungan peribuan.24 Berdasarkan

kepada beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerabat

21 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Indonesia,
Edisi kedua (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), hal. 91.

22 Al-Raghib al-Ashfahani, al-Mufradat fi al-Gharīb al-Qur’an, (t.t: Maktabah Nazar al-
Mustafa al-Baz, Juz I, t.th), hal. 400.

23 Lihat masing-masing dalam al-Qur’an, ūlū al-arham (dalam Q.S al-Anfal ayat 750, dan al-
arham (dalam Q.S al-Nisa’ ayat: 1).

24 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, Juz V, 2007), hal. 516.
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secara umum menunjuk kepada golongan terdekat dari keluarga yang dibangun

karena adanya ikatan peribuan.

2. Kerabat yang Berhak Mendapatkan Nafkah

Dalam tinjauan umum tentang nafkah, penulis telah memaparkan panjang

lebar berkaitan nafkah kerabat dalam tataran maẓhab. Penulis kali ini akan

merinci siapa saja kerabat yang berhak memperoleh nafkah, namun penulis

hanya fokus terhadap maẓhab Syafi’i dan Hanbali saja, yaitu: 25

1. Menurut Syafi’iyah, qarābah yang berhak mendapatkan nafkah ialah uṣūl

dan furū. Uṣūl yaitu: bapak, ibu, kakek garis bapak, nenek garis garis ibu,

dan nenek garis ibu dan seterusnya ke atas, sedangkan furū yaitu: anak laki-

laki, anak perempuan, cucu laki-laki atau perempuan garis laki-laki, cucu

perempuan atau laki-laki garis perempuan dan seterusnya ke bawah. Kerabat

uṣūl dan furū tetap wajib dinafkahi meskipun berlainan agama. Lain hal-nya

selain mereka, seperti al-hawāsyī (saudara, paman dan keturunannya).

Menurut Syafi’iyyah kerabat al-hawāsyī ini tidak wajib dinafkahi- (jawaz).

Artinya mereka punya hak untuk mendapatkan nafkah, hanya saja nafkah

berlaku wajib bagi uṣūl dan furū dan kerabat al-hawāsyī tetap memiliki hak

nafkah, tetapi tidak wajib untuk dinafkahinya.

2. Menurut Hanabilah, qarābah yang berhak mendapatkan nafkah ialah semua

keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah dan

25 Lihat selengkapnya dalam: al-Maūsū’ah al-Fiqhīyyah al-Kuwaitiyyah, (Kuwait: Zatus
Salāsil, Juz 41, Cet. Ke-2, 1986), hal. 73-84.
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seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, baik mewarisi dengan

cara farḍ (yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah

ditentukan dalam al-Qur’an), seperti: anak perempuan, cucu perempuan

garis laki-laki, ibu, bapak, nenek, kakek, saudara perempuan sekandung,

saudara perempuan seayah, saudara seibu, suami, istri. Atau dengan cara

aṣabah, seperti: anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, bapak,

kakek (dari garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki

seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara

laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman

sekandung, dan anak laki-laki paman seayah. Maẓhab Hanbali agak lebih

luas dalam mengklasifikasi qarābah yang memiliki hak nafkah, meskipun

diantara mereka ada yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang

(mahjūb). Selain mereka dalam maẓhab Hanbali memasukkan dzawil arham

dalam daftar qarābah yang memiliki hak nafkah, seperti: saudara

perempuan bapak, anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki,

anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan, saudara-

saudara ibu, paman dan bibi.

Kesimpulannya bahwa menurut Syafi’iyyah kekerabatan yang berhak

mendapat nafkah (wajib dinafkahi- meskipun berlainan agama) ialah

kekerabatan kedua orang tua ke atas, dan kekerabatan anak ke bawah. Jadi

nafkah itu hanya wajib atas uṣūl dan furū’ saja. Selain mereka tidak wajib di

nafkahi (jawaz). Sementara menurut Hanabilah nafkah hukumnya wajib untuk
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setiap keluarga dekat yang mendapatkan warisan, baik mendapat bagian tetap

maupun hanya mendapat bagian aṣabah, dari uṣūl, furū’, dan kerabat dekat

seperti saudara, paman, beserta anak-anaknya. Demikian pula saudara yang

masih terhitung mahram jika memang berasal dari satu nasab seperti ayah, ibu,

dan anaknya anak perempuan, baik mereka mendapatkan warisan maupun tidak.

Adapun jika saudara yang tidak satu jalur nasab, seperti bibi atau tante maka ia

tidak wajib diberi nafkah- jawaz. Dan salah satu syarat kekerabatan yang berhak

menerima nafkah ialah seagama.26

Sedangkan mengenai batasan banyak sedikitnya nafkah untuk kerabat,

para Ulama sepakat bahwa nafkah untuk kerabat itu hanya wajib hanya sekedar

memenuhi kecukupan roti, lauk, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan

keadaan orang yang memberi nafkah dan sesuai kebiasaan yang berlaku di

negara tempat tinggalnya.27

3. Hal-hal yang Menggugurkan Nafkah Kerabat

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak, kedua orang tua, dan sanak

saudara, menurut tiga imam maẓhab (Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali), karena

lewatnya masa. Jika hakim sudah menetapkan nafkah bagi kerabat, namun

sudah lewat satu bulan atau lebih dan ia belum juga mengambil nafkah tersebut

maka menurut Imam Abu Hanifah nafkahnya gugur.28

26 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu, Juz 10, hal. 96-97.
27 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu, Juz 10, hal. 98.
28 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu, Juz 10, hal. 107.



35

Lewatnya masa dapat menggugurkan nafkah kerabat, kecuali jika hakim

mengizinkan untuk meminjam kepada munfīq ‘alaih karena nafkah kerabat itu

wajib untuk menutup kebutuhan, sehingga tidak wajib atas orang-orang yang

sedang lapang. Jika masanya sudah lewat dan kerabat belum mengambil

nafkahnya maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan.29

Imam Malik berkata, nafkah kedua orang tua atau anak dinyatakan gugur

jika sudah lewat msanya, kecuali jika sudah diwajibkan oleh hakim. Seorang

kerabat yang diberi nafkah jika ia mampu bekerja maka nafkah itu tidak

termasuk nafkah wajib, kecuali jika ia tidak mampu bekerja atau tidak mampu

memenuhi kebutuhannya.30

29 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu, Juz 10, hal. 108.
30 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu, Juz 10, hal. 108.
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BAB III

PENDAPAT DAN METODE IṢTINBĀṬ HUKUM IMĀM AL-NAWAWĪ DAN

IMĀM IBN QUDĀMAH TENTANG HAK NAFKAH KERABAT YANG BEDA

AGAMA

A. Biografi, Pendapat dan Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imām al-Nawawī Tentang

Hak Nafkah Kerabat yang Beda Agama

1. Biografi Imām al-Nawawī

a. Kelahiran

Al-Imām al-Allamah Abū Zakaria Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī al-

Dimasyqī, atau lebih dikenal sebagai Imām al-Nawawī, adalah salah seorang

ulama besar maẓhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus,

pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat

tersebut kemudian menjadi nisbat namanya. Ia adalah seorang pemikir

muslim di bidang fiqih dan hadis.1

b. Pendidikan

Pada usianya yang ke-19 tahun, sang ayah melihat lingkungan di Nawa

sudah tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan ilmu anaknya. Maka ia

memutuskan untuk membawanya ke madrasah al-Rawāhīyyah di pojok timur

Masjid al-Jami’ al-Umawī di Damaskus. Ketika itu Damaskus merupakan

salah satu daerah yang menjadi pusat kajian ilmu. Ia sangat tekun dalam

1Abdullah Musṭofa al-Maraghi, fath al-Mubīn fi Ṭabaqat al-Uṣūliyyīn, Penerj. Husein
Muhammad dengan judul Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, (Yogyakarta: LPKSM, 2001), hal.
209.
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menuntut ilmu, selama dua (2) tahun di sana ia senantiasa belajar siang dan

malam, sampai-sampai ia tidak tidur kecuali karena ketiduran ketika belajar.

Dan waktu-waktunya ia habiskan untuk mendalami ilmu dan menghafal

berbagai kitab.

Imām al-Nawawī menceritakan tentang dirinya sendiri, ia berkata

“Ketika usiaku telah mencapai 19 tahun, ayahku membawaku pindah ke

Damaskus pada saat beliau (ayahnya) berusia 49 tahun. Di sana aku belajar

di Madrasah Rawāhīyyah. Selama kurang lebih dua (2) tahun di sana, aku

jarang tidur nyenyak; penyebabnya, tidak lain adalah karena aku sangat ingin

mendalami semua pelajaran yang diberikan di Madrasah tersebut. Aku-pun

berhasil menghafal al-Tanbīh (al-Tanbīh fi Furū’ al-Syafi’iyyah, karya Abū

Ishāq al-Syirāzī) kurang lebih selama 4,5 bulan. Selanjutnya aku berhasil

menghafal 114 Ibadat (sekitar seperempat) dari kitab al-Muhaẓẓab (al-

Muhaẓẓab fi al-Furū’) di sisa bulan berikutnya dalam tahun tersebut. Aku

juga banyak memberikan komentar dan masukan kepada syaikh kami, Ishāq

al-Maghribī. Aku juga sangat intens dalam bermulazamah dengannya.

Beliaupun lalu merasa tertarik kepadaku ketika melihatku begitu

menyibukkan diri dalam semua aktifitasku dan tidak pernah “nongkrong”

dengan kebanyakan orang. Beliaupun sangat senang kepadaku dan akhirnya
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beliau mengangkatku menjadi asisten dalam halaqahnya, mengingat

jama’ahnya yang begitu banyak.”2

Ketika usia Imām al-Nawawī menginjak 30 tahun ia mulai aktif

menulis. Ia menuangkan pikiran-pikirannya dalam berbagai buku dan karya

ilmiah lainnya yang sangat mengagumkan. Ia menulis dengan bahasa yang

mudah, argumentasi yang kuat, pemikiran yang jelas, dan objektif dalam

memaparkan berbagai pendapat para ahli fiqih. Hingga sampai saat ini,

karya-karya yang ditulisnya mendapatkan perhatian yang besar dari setiap

muslim dan diterima oleh setiap kalangan di seluruh negeri Islam. Buku-

buku yang ia tulis sangatlah banyak, insya Allah akan penulis sebutkan

beberapa karyanya diakhir tulisan ini. Kemudian pada tahun 665 H, ia diberi

tugas untuk menjadi guru di Dārul Hadis al-Asyrafiyyah dan mengelola

bidang pendidikan. Saat itu, usianya baru menginjak 34 tahun. Dan mengajar

di sana hingga wafat.3

c. Murid dan karya Imām al-Nawawī

Adapun murid-muridnya yang melalui didikannya bermunculan para

ulama besar, di antaranya adalah: Sulaīmān bin Hilāl al-Ja’fari, Aḥmad Ibnu

Farah al-Isybili, Muḥammad bin Ibrāhīm bin Sa’dullah bin Jamā’ah, ’Ala-

uddīn ’Alī Ibnu Ibrāhīm yang lebih dikenal dengan Ibnu al’Aṭṭar, ia selalu

2 Syaikh Ahmad Farid, Min A’lam al-Salaf, Penj. Masturi Ilham dkk, (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2006), hal. 755.

3 Dikutip dari Abdullah dkk, Manhaj al-Nawawi Dalam Kitab al-Arba’in al-Nawawiyah:
Kajian Filosofi di Balik Penulisan Kitab Hadis al-Arba’in al-Nawawiyah, Jurnal of Hadis Studies,
Vol 1 No. 2 Juli Desember 2017, hal. 32.
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menemaninya sampai ia dikenal dengan sebutan Mukhtaṣar al-Nawawī (al-

Nawawī junior), Syamsuddīn bin al-Naqīb, dan Syamsuddin bin Ja’wan dan

masih banyak yang lainnya.4

Imām al-Nawawī meninggalkan banyak karya ilmiah yang terkenal.

Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya:

Dalam bidang hadis:

1. Al-Arba'īn al-Nawawiyah ( ةِ یَّوِ وَ لنَّ اَ نْ یْ عِبَ رْ لأَْ اَ  ), kumpulan 40 -tepatnya 42 hadis

penting.

2. Riyāḍ al-Ṣālihīn ( نَ یْ حِ الِ الصَّاضُ یَرِ ( kumpulan hadis mengenai etika, sikap dan

tingkah laku yang saat ini banyak digunakan di dunia Islam.

3. Al-Minhāj (Syarah Ṣahīh Muslim), ( مْ لِ سْمُ حْ یْ حِ صَحْ رَ شَ ), penjelasan kitab Ṣahīh

Muslim bin al-Hajjaj.

4. Al-Taqrīb wa al-Taīsīr li Ma’rifah Sunan al-Basyīr al-Nadzīr. ( رِ یْ سِ یْ التَّ وَ بْ یْ رِ قْ لتَ اَ 

رِ یْ ذِ لنَّ اَ رِ یْ شِ بَ الْ نِ نَ سُ ةِ فَ رِ عْ مَ لِ  ), pengantar studi hadis.

Dalam bidang fikih, diantaranya:

1 Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn fi Fiqh al-Imām al-Syafi’i ( اجُ ھَنْ مِ 

يعِ افِ الشَّ امِ مَ الإِْ ھِ قْ ي فِ فِ نَ یْ تِ فْ مُ الْ ةُ دَ مْ عُ وَ نَ یْ بِ الِ الطَّ  ).

2 Al-Majmū` Syarh al-Muhaẓẓab ( بْ ذَّ ھَمُ لْ اَ حْ رَ شَعُ وْ مُجْ مَ لْ اَ  ), panduan hukum Islam

yang lengkap.

3 Matn al-Iḍāh fi al-Manāsik ( كِ اسِ نَ مَ ي الْ فِ احْ ضَ یْ لإِْ اَ نْ تَ مَ  ), membahas tentang haji.

4 Dikutip dari Abdullah dkk, Manhaj al-Nawawi Dalam Kitab al-Arba’in al-Nawawiyah:
Kajian Filosofi di Balik Penulisan Kitab Hadis al-Arba’in al-Nawawiyah, Jurnal of Hadis Studies, Vol
1 No. 2 Juli Desember 2017, hal. 30.
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4 Raūḍah al-Ṭālibīn, ( نَ یْ بِ الِ الطَّ ةُ ضَ وْ رَ  ).

Dalam bidang bahasa, diantaranya ialah:

1. Tahdzīb al-Asma’ wa al-Lughat.

Dalam bidang ahlak:

1 Al-Tibyān fi Adāb Hamalah al-Qur’an ( نِ آَ رْ قُ الْ ةِ لَ مَ حَ ابِ دَ ي آَ فِ انُ یَ بْ لتِّ اَ  ).

2 Al-Adzkār al-Muntahibah min Kalām Sayydi al-Abrār ( مِ لاَ كَنْ مِةِ بَخَ تَ نْ مُ لْ اَ ارُ كَذْ لأَْ اَ 

ارِ رَ بْ الأَْ دِ یِّ سَ  ), kumpulan doa Rasulullah.

3 Bustān al-‘Ārifīn dan lain sebagainya.

4 Tahdzīb al-Asmā’ ( اءِ مَ سْ الأَْ بُ یْ ذِ ھْ تَ  ).

5 Mā Tamas Ilaīhi Hājah al-Qāri li Ṣahīh al-Bukhārī ( ئارِ قَالْ ةُ اجَحَ ھِ یْلَ إِ سْ مَا تَ مَ

يْ ارِ ـخَ بُ الْ حِ یْ ـحِ صَ لِ  ).

6 Tahrīr al-Tanbīh ( ھِ یْ بِ نْ التَّ رُ یْ رِ حْ تَ  ).

7 Adāb al-Fatwā wa al-Muftī wa al-Mustaftī ( يتِ فْ تَ سْ مُ الْ ي وَ تِ فْ مُ الْ ى وَ وَ تْ الفَ ابُ دَ آَ  ).

8 Al-Tarkhīs bi al-Qiyām Lidzawī al-Faḍl wa al-Maziyyah min Ahl al-Islam

( مِ لاَ سْ الإِْ لِ ھْ أَ نْ مِ ةِ یَّ زِ مَ الْ وَ لِ ضْ فَ ي الْ وِ ذَ لِ امِ یَ قِ الْ بِ صُ یْ خِ رْ لتَّ اَ  ).5

d. Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imām al-Nawawī

Sebagai ulama bermaẓhab Syafi’i, al-Nawawī sejauh pengamatan

penulis Ia tidak memiliki metode iṣtinbāṭ tersendiri, karena ia tidak memiliki

karya tulis dalam bidang uṣūl fiqh. Maka dari itu penulis menggunakan

metode iṣtinbāṭ yang digunakan oleh Imām al-Syafi’i. Pokok pikiran ijtihad

5 Dikutip dari Abdullah dkk, Manhaj al-Nawawi Dalam Kitab al-Arba’in al-Nawawiyah:
Kajian Filosofi di Balik Penulisan Kitab Hadis al-Arba’in al-Nawawiyah, Jurnal of Hadis Studies, Vol
1 No. 2 Juli Desember 2017, hal. 32-35.
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Imām al-Syafi’i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam

kitab al-Um, sebagaimana teks berikut:

هَــا وَإِذَا اتَّصَــلَ الَْحَــدِيْثُ مِــنْ رَسُــوْلِ االله وَصَــحَّ  اَلأْصْــلُ قُـــرْأَنٌ وَسُــنَّةٌ فــَإِنْ لــَمْ يَكُــنْ قِيَــاسٌ عَلَيـْ

سْـــنَادُ  ـــرِ الَْمُفْـــرَدِ وَالْحَـــدِيْثُ عَلَـــى ظَـــاهِرهِِ وَإِذَا اَلأِْ ـــرُ مِـــنَ الْخَبَ جْمَـــاعُ أَكْبـَ فَـهُـــوَ الَْمُنْتـَهَـــى وَالأِْ

هَـــا ظــَـاهِرًا اَوَّلاً بــِـهِ وَإِذَا تَكَافــَـأَتْ اَلأَْحَادِيــْـثُ فأََصَـــحُّهَا إِسْـــنَادً  ا احْتَمَـــلَ الَْمَعَـــانِى فَمَاأَشْـــبَهَ مِنـْ

قَطِعَ ابْنَ الْمُسَـيَّبِ وَلاَ قِيـَاسَ أَصْـلٌ عَلـَى أَصْـلٍ وَلاَ أَوَّلَهَا. وَليَْ  قَطِعُ بِشَيْئٍ مَا عَادَا مُنـْ سَ الَْمُنـْ

يُـقَالُ لأَِصْلٍ لِمَ؟ وَإِنَّمَا يُـقَالُ للِْفُرُوْعِ لِمَ كَيْفَ فإَِذَا صَحَّ قِيَاسٌ عَلَى الأَْصْلِ صَحَّ وَقاَمَـتْ بـِهِ 

6حُجَّةٌ.

Artinya: Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur’an dan
sunnah. Maka jika tidak ada, qiyaskanlah kepada al-Qur’an dan
sunnah. Dan apabila sanad hadis bersambung kepada Rasulullah
saw, dan sanadnya ṣahīh,  maka itulah yang dipakai. Ijma’ lebih kuat
dari khabar ahad dan hadis menurut ẓahirnya. Dan apabila suatu
hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang
ẓahirnyalah yang utama. Kalau Hadis itu sama tingkatannya maka
yang lebih ṣahihlah yang utama. Hadis munqaṭi’ tidak dapat
dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab.
Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada qiyas yang lain dan
terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana,
tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah
mengqiyaskan cabang  kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat
dijadikan hujjah.

Dari pernyataannya di atas, dapat dipahami bahwa pokok-pokok

pikiran Imām al-Syafi’i dalam mengiṣtinbāṭkan hukum adalah pertama ia

6 Imām al-Syafi’i, al-Um, (t.tp: Dāru al-Ma’rifah, 1990), hal. 120.
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berpegang pada ayat al-Qur’an. Jika tidak menemukan dalam ayat al-Qur’an

maka ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka

mencari hadis ahad. Menurutnya bahwa hadis ahad itu termasuk dalil żanni

al-wurūd, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa

syarat, yaitu: perawinya itu (1) tsiqqah; (2) berakal; (3) dlābit; (4) mendengar

sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.7

Jika tidak menemukan hadis ahad, maka ia melihat pada żāhir al-nāṣ

al-Qur’an dan sunnah secara berurutan dan dengan teliti ia mencari segi-segi

kekhususannya. Jika tidak menemukan melalui żāhir al-nāṣ, maka ia

berpegang pada ijma’. Konsep ijma’nya adalah bahwa ijma’ yan otoritatif itu

harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali. Oleh

karena itu ia hanya menerima ijma’ sahabat karena yang paling mungkin

terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijma’ setelah generasi sahabat,

ia menolaknya. Ijma’ sahabat inilah yang menjadi hujjah dalam istidlal.

Kehujjahannya berdasarkan keyakinannya bahwa umat Islam itu tidak

mungkin sepakat dalam sesuatu yang menyimpang dari nas. Namun

demikian, ia mensyaratkan bahwa ijma’ itu harus disandarkan kepada al-

Qur’an dan sunnah. Disamping itu ia hanya menerima ijma’ ṣarih dan

menolak ijma’ sukuti.8

7 Abdul Mugits, Kritik Nalar Fiqih Pesantren, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 79.
8 Abdul Mugits, Kritik Nalar..., hal. 80.
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Menurutnya bahwa ijma’ dibagi dua, pertama, ijma’ al-nuṣūṣ, atau

yang berdasarkan pada nas, seperti dalam kewajiban ṣalat lima waktu, jumlah

rakaat dan waktunya ṣalat, zakat dan manasik haji. Jika ada dalil juz’i

(parsial) yang bertentangan dengan jenis ijma’ ini, maka mengunggulkan

ijma’nya. Kedua, ijma’ dalam hukm-hukum yang masih menjadi objek

perselisihan ulama, seperti pendapat ‘Umar bin Khaṭṭāb yang tidak

memberikan tanah rampasan perang kepada prajurit. Meskipun ijma’ sukuti

ini dapat dipegangi setelah tidak ada ijma’ nuṣuṣ namun bagi pengingkarnya

tidak dihukumi kafir, tidak seperti dalam ijma’ nuṣuṣ tadi. Jika ijma’ ini

bertentangan dengan dengan nas, meskipun parsial, maka ia memilih

nasnya.9

Jika tidak menemukan ijma’ sahabat di atas, maka ia menerapkan

metode qiyas. Qiyas menurut al-Syafi’i ini hampir sama dengan konsep qiyas

para ulama pendahulunya. Hanya saja bedanya, al-Syafi’i memberikan

pengertian illat sebagai sifat yang jelas dan tegas (jaly) dan harus

disandarkan secara dalalah naṣ ke nas, bukan yang samar (khafi) seperti

maslahat dalam istihsan. Al-Syafi’i dikenal sebagai orang yang pertama kali

merumuskan qiyas secara konseptual, meskipun secara teortis sudah ada

sejak masa Nabi saw. Qiyas menurutnya idenik dengan ijtihad, sebagaimana

ucapan Mu’aż bin Jabal “ajtahidu ra’yi wa la alu”. Penyamaan qiyas dengan

9 Abdul Mugits, Kritik Nalar..., hal. 81-82.
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ijtihad ini berangkat dari anggapannya bahwa tidak ada ijtihad menggunakan

akal kecuali hanya qiyas. Oleh karena itu ia menolak metode-metode rasio

lainnya, seperti istihsān, istiṣlāh, zari’ah, dan ‘urf, kerena menurutnya, bahwa

al-Qur’an itu sudah meng-cover semua peristiwa hukum dalam kehidupan

manusia, meskipun dipahami dengan pendekatan ta’lili. Oleh karena itu,

qiyas bukan merupakan ketetapan hukum mujtahid tetapi penjelasan terhadap

hukum syara’ dalam masalah yang menjadi objek ijtihad. Qiyas,

menururtnya, dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu, secara berurutan, qiyas

aūlawi (dalalah al-naṣ), qiyas musawah dan qiyas dunya.

Jika tidak dapat ditempuh dengan qiyas, maka ia mencari qaul sahabat.

Menurut satu riwayat, al-Syafi’i banyak menggunakan dalil qaul sahabat ini

dalam qaul qadimnya dan bukan dalam qaul jadidnya. Tetapi menurut al-

Rabi’ ibn Sulaīmān bahwa ia juga menggunakan dalam qaul jadidnya.

Menurutnya qaul sahabat ini dibagi menjadi tiga, yaitu (1) qaul sahabat yang

disepakati semua sahabat lainnya (ijma’ sahabat) yang menurutnya termasuk

dalil qaṭ’i yang menjadi hujjah, (2) qaul sahabat secara perseorangan yang

didiamkan oleh para sahabat lainnya atau sering disebut ijma’ sukuti.

Terhadap qaul yang terakhir ini al-Syafi’i tetap memeganginya asal tidak

menemukan dalil dalam nas dan ijma’ sahabat yang ṣarih, dan (3) qaul

sahabat yang diperselisihkan ulama. Terhadap dalil ini al-Syafi’i memilih

yang lebih dekat dengan nas dan ijma’ yang mengunggulkannya dengan



45

qiyas, sebagaimana pendapat Abū Hanifah. Jika tidak ada yang lebih dekat,

maka ia mengikuti pendapat Abū Bakar, ‘Umar, dan Ali.

Menurut al-Syafi’i bahwa istihsan tidak menjadi hujjah. Menurutnya,

“barangsiapa yang beristihsan, maka sama halnya telah membuat syari’at”

sementara otoritas tasyri’ hanyalah di ”tangan” Tuhan. Secara terperinci ia

menyebutkan alasanya menolak istihsan: (1) ber-istihsan sama halnya

menganggap bahwa syariat ini tidak meng-cover semua masalah hukum,

sementara syari’at ini berlaku untuk semua zaman dan konteks; (2) Bahwa

ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu semua

hukum harus disandarkan pada semua ketetapan-Nya; (3) Nabi tidak pernah

menjelaskan hukum-hukumnya dengan istihsan tetapi dengan wahyu dan

qiyas; (4) Nabi pernah mengingkari keputusan sahabat yang menggunakan

istihsan; (5) Istihsan adalah teori hukum yang tidak ada patokan dan

ukurannya sehingga peran rasio dan hanya menambahkan metode istidlalnya

dengan qiyas dan membatasi penggunaan maslahat, sehingga kurang dapat

mengimbangi dinamika hukum di masyarakat. akan mengantarkan pada

perselisihan; dan (6) jika istihsan diperbolehkan, maka banyak sekali hukum

ini hanya dapat diiṣtinbāṭkan oleh orang yang berakal saja tanpa melibatkan
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ahli ilmu. Tampak sekali bahwa al-Syafi’i dalam beristidlal sangat

membatasi.10

2. Pendapat dan Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imām al-Nawawī

Hubungan karib kerabat itu selalu akan menimbulkan hak dan kewajiban,

di mana kerabat yang mampu berkewajiban membantu kerabatnya yang tidak

mampu, di mana hidupnya dalam keadaan serba kekurangan. Sebaliknya

kerabat yang tidak mempunyai kemampuan mempunyai hak untuk memperoleh

bantuan dari kerabat yang mampu. Kerabat atau kekerabatan merupakan salah

satu sebab adanya nafkah bagi keluarga dekat sebagai kewajiban atas keluarga

dekat yang mampu. Pada umumnya para ulama sepakat bahwa yang wajib

diberi nafkah ialah keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, bukan

keluarga jauh.11 Namun bagaimana jika kerabat tersebut berlainan agama.

Menurutnya, bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi penyebab

gugurnya hak seorang kerabat untuk mendapatkan nafkah, sebagaimana teks

berikut ini:

يْنِ وَمَعَ اِخْتِلاَفِهِ، فـَإِنْ كَـانَ أَحَـدُهُمَا مُسْـلِمًا وَالآَْخَـرُ كَـ افِرًا لـَمْ نَـفَقَةُ الْقَرَابةَِ تَجِبُ مَعَ اِتِّـفَاقِ الدِّ

يْنِ وَاخْتِلاَفِـهِ، يمَْنَعْ ذَلـِكَ مِـنْ وُجُـوْبِ النـَّفَقَـةِ، لأِنََّـهُ حَـقٌّ يَـتـَعَلَّـ قُ بـِالْوِلاَدَةِ فَـوَجَـبَ مَـعَ اِتِّـفَـاقِ الـدِّ

ــمِّ  ــنِ الأَْخِ وَالْعَ ــالاَْخِ وَابْ ــةِ كَ ــنَ الْقَرَابَ ــوْدِيْنَ مِ ــدَيْنِ وَالْمَوْلُ ــرِ الْوَالِ ــةُ لِغيَْ ــمِّ وَلاَ تَجِــبُ الَنـَّفَقَ ــنِ الْعَ وَابْ
10 Abdul Mugits, Kritik Nalar..., hal. 81-96.
11 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuh, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 10, 2011),

hal. 98.
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فَـةَ تَجِـبُ لِكُـلِّ ذِيْ  رحَِـمٍ مَحْـرُمٍ، فَـتَجِـبُ عَلَيْـهِ نَـفَقَـةُ الأَْخِ وَأَوْلاَدِهِ وَالْعَـمِّ وَالْعَمَّـةِ وَقاَلَ أَبُـوْ حَنِيـْ

12.وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ، وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ نَـفَقَةُ أَوْلاَدِ الْعَمِّ وَلاَ أَوْلاَدِ الْخَالِ وَلاَ أَوْلاَدِ الْخَالَةِ 

Artinya: Wajib menafkahi kerabat dekat baik terdapat kesamaan dalam hal
agama maupun tidak. Jika salah satunya muslim dan yang lain kafir,
hal ini tidak menghalangi kewajiban nafkah, karena merupakan hak
yang berhubungan dengan ikatan orang tua dan anak maka tetap wajib
menafkahi, baik agamanya sama ataupun berbeda. Dan tidak wajib
menafkahi kerabat yang tidak memiliki hubungan orang tua - anak,
seperti terhadap saudara laki-laki, keponakan, paman, dan sepupu.
Menurut Abu Hanifah wajib menafkahi setiap dzawil arham (kerabat
jauh), maka wajib menafkahi saudara laki-laki dan keturunannya,
paman, bibi, dan tidak wajib menafkahi anaknya paman, anaknya
bibik, dan anaknya bibi.

Menurutnya bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang (tetap

wajib) untuk mendapatkan nafkah; perlu diketahui bahwa hal tersebut hanya

berlaku (wajib) bagi uṣūl (ayah ke atas dan seterusnya) dan furū’ (anak dan

seterusnya ke bawah). Lain halnya bagi selain uṣūl dan furū’, misalnya saudara

laki-laki, keponakan, paman, dan sepupu, tidaklah wajib untuk menafkahi

mereka.

Kewajiban menafkahi kerabat dekat (uṣūl dan furū’) meskipun dalam

perbedaan agama. Ia beralasan karena merupakan hak yang berhubungan

dengan ikatan orang tua dan anak, maka tetap wajib menafkahinya, baik

agamanya sama maupun berbeda.

Alasan lain, ia berargumen dengan hadis Nabi, yaitu hadis yang

diriwayatkan oleh Abū Huraīrah:13

12 Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, Al-Majmū’, (Baīrūt Libanān: Dārul
Fikr, Juz 18, 2000 H/ 1421M), hal. 297.
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قْ دَّ صَـتَ الَ ؟ قـَارٌ نـَي ـْدِ يْ دِ نْـعِ االلهِ لَ وْ سُـا رَ يَ :الَ قَ ف ـَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِّ بِ ى النَّ لَ إِ اءَ جَ لاً جُ رَ نَّ أَ 

الَ : قـَالَ قـَ؟ رُ خَـاَ يْ دِ نْـعِ الَ . قـَكَ تـِجَ وْ ى زَ لـَعَ هِ بِ قْ دَّ صَ تَ الَ ؟ قَ رُ خَ اَ يْ دِ نْ عِ الَ . قَ كَ سِ فْ ى ن ـَلَ عَ هِ بِ 

. رُ خَـآَ يْ دِ نْـ: عِ الَ قـَ؟كَ مِـادِ خَ ى لـَعَ هِ بـِقْ دَّ صَـتَ الَ . قـَرُ خَـاَ يْ دِ نْـ: عِ الَ ؟ قـَكَ دِ لـَى وَ لَ عَ هِ بِ قْ دَّ صَ تَ 

.)(رَوَاهُ أَبُـوْ هُرَيْـرَةَ .رُ صَ بْ أَ تَ نْ : أَ الَ قَ 

Artinya: Suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulallah, saya
mempunnyai uang satu dinar. Beliau berkata, belanjakanlah untuk
kebutuhanmu sendiri. Lelaki itu berkata lagi. Beliau bersabda,
belanjakanlah untuk istrimu. Lelaki itu berkata lagi. Saya masih
mempunnyai satu dinar lagi. Rasul berkata, belanjakanlah untuk
keperluan anakmu. Lelaki itu berkata lagi. Saya masih mempunnyai satu
dinar lagi. Lantas Rasul bersabda. Belanjakanlah untuk keperluan
pembantumu. Kemudian ketika lelaki itu berkata, Saya masih
mempunnyai satu dinar lagi. Beliau menjawab, Engkau lebih tahu
penggunaan harta itu untuk siapa. (HR. Abū Huraīrah).

Hadis tersebut menjelaskan, bahwa mulailah nafkah dari diri sendiri,

kemudian kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak, cucu. Nafkah istri

wajib karena sebagai pengganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena

masih ada hubungan darah antara satu dan lainnya. Bagian darah daging yang

ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berbeda agama.14

13 Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, Al-Majmū’, Juz 18, hal. 297. Lihat
pula dalam: Abī Husain Yahyā bin Sālim al-Imām al-Syafi’i al-Yamanī, Al-Bayān fi Maẓhab al-Imām
al-Syafi’i, (Bairut Libanan: Dāru al-Minhāj, Juz XI, 2000), hal. 249.

14 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuh, Juz 10, hal. 100.
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B. Biografi, Pendapat dan Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imām Ibn Qudāmah Tentang

Hak Nafkah Kerabat yang Beda Agama

1. Biografi Imām Ibn Qudāmah

a. Kelahiran

Ibnu Qudāmah lahir di Jamā`il sebuah desa di pegunungan Nablus

Palestina bulan Sya’bān pada tahun 541-620 H/ 1146-1224 M. Nama

lengkapnya ialah Abū Muḥammad, Muwaffiquddīn Abdullah bin Aḥmad bin

Muḥammad bin Qudāmah bin Miqdām bin Nasr bin Abdullah bin Huzaīfah

bin Muḥammad bin Ya’qūb bin al-Qāsim bin Ibrāhīm bin Ismāīl bin Yahyā

bin Muḥammad bin Sālim bin Abdullah bin ‘Umar bin al-Khaṭāb r.a al-

Maqdisī al-Dimasqī. Ibnu Qudāmah wafat di Damaskus tahun 620 H pada

waktu subuh, bertepatan dengan hari raya idul fitri. Janazahnya dimakamkan

di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami’ al-

Hanabilah (masjid besar para pengikut maẓhab Imam Aḥmad Bin Hanbal).15

b. Pendidikan

Pada tahun 551 tepatnya ketika Usianya 10 tahun, ia pergi bersama

keluarganya ke Damaskus. Disana ia berhasil meghafal al-Qur’an dan

mempelajari kitab Mukhtaṣar al-Khiraqī Karya al-Khiraqī dari para ulama

Pengikut Maẓhab Hanbali. Menurut para sejarawan Ibnu Qudāmah termasuk

keturunan ‘Umar bin al-Khaṭāb dari jalur ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khaṭāb

15 Muhammad Jamil bin ‘Umar al-Baghdadi, Muhtaṣar Tabaqat al-Hanabillah, (Beirut
Libanan: Dāru al-Kitab al-‘Arabi, Cet. Ke-I, 1986), hal. 52. Lihat pula: M. Ali Hasan, perbandingan
Maẓhab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 282.



50

(Ibnu ‘Umar) ia hidup saat tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah

sekitarnya.16

Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Menginjak usia 20

tahun, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-

Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya) yang keduanya sebaya. Ibn

Qudāmah semula menetap sebentar di kediaman Syaikh Abdul Qādir al-

Jilani, di baghdad. Saat itu Syaikh berusia 90 tahun. Ia mengkaji kepada dia

mukhtaṣar al-Khiraqī dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam,

karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damskus. Kemudian wafatlah Syaikh

Abdul Qādir al-Jilani r.a.

Kemudian ia tidak pisah dengan Syaikh Nāṣih al-Islam Abdul Fath Ibn

Manni untuk mengaji kepada beliau maẓhab Aḥmad dan perbandingan

maẓhab. Ia menetap di Baghdad selama empat (4) tahun. Di kota itu pula ia

mengkaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Hibatullah

Ibn al-Daqqaq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap

sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad pada tahun 776 H. di

baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia lanjutkan mengkaji hadis

selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath

Ibn al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damskus.

Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, seusai ia pulang ke

Damskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya al-Mughnī Syarakh

16 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab,,,, hal. 278.
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Mukhtaṣar al-Khiraqī (fikih maẓhab Imam Aḥmad bin Hanbal). Disamping

itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah diberbagai disiplin ilmu, lebih-

lebih di bidang fikih yang dikuasainya dengan matang. Ia banyak menulis

kitab dibidang fikih ini, yang kitab-kitab karyanya membuktikan

kemampuannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi

buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan

keilmuan dan manāqib (sisi-sisi keagungannya).17

c. Murid dan Karya Imām Ibn Qudāmah

Diantara murid-muridnya, yaitu:

1. Taqiyuddin Abū al-Abbās Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al-

Maqdisi- guru besar maẓhab Hanabillah (w. 643 H).

2. Abū Syāmah Abd al-Rahman bin Ismāīl bin Ibrāhīm al-Maqdisī al-

Dimasyqī (w. 665 H).

3. Abū Bakar Muhammad bin Ibrāhīm bin Abd al-Wāhid al-Maqdisī al-

Hanbalī- seorang Hakim yang dikenal dengan nama Ibn al-Imād (w. 676)

4. Abū al-Farj Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-

Maqdisī (w. 682 H)

5. Taqiyuddin Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muhammad al-Azhar al-Sharifaīn al-

Hanbali, seorang hafizh (w. 641 H).

6. Saifuddin Abū al-Abbās Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudāmah al-

Maqdisī al-Ṣalihi al-Hanbalī (w. 643 H).

7. Zakiyuddin Abū Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawī bin Abdullah

al-Munziri, seorang pengikut maẓhab Syafi’i (w. 656 H).

17 Ibn Qudāmah, Lum’atul I’tiqad, Penj. Abu Zur’ah al-Thaybi, (Surabaya: Dārul Huda Riyath
KSA, Cet. Ke-III, 2000), hal. 5-6.
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8. Abū Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al-Hasani,

seorang ahli fikih yang terkenal di Mesir (w. 625 H).

9. Syamsuddin Abū Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad

bin Qudāmah al-Maqdisi al-Jama’il. (W. 682 H).18

Sedangkan karya ilmiah Ibnu Qudāmah bisa dikatakan sangat banyak.

Meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari tauhid (ilmu kalam), fiqh, uṣul

fiqh, hadis, yaitu:

a. Bidang Ilmu Kalam (Tauhid)

1. al-I’tiqād.

2. Dzamu al-Ta’wīl kitab kecil menjelaskan tentang ilmu tauhid.

3. Risālah ila al-Syaikh Fahruddin Ibn Taimiyyah fi Tahlīd Ahl al-Bidi fi al-

Nār.

4. Lum’ah al-I’tiqād al-Hadi ila Sabīl al-Rasyad (bekal keyakinan yang

membimbing ke jalan petunjuk).

5. Risālah fi Masalah al-Ulwi.

6. Masalah fi Tahrīm al-Nadhr fi Kitab Ahl al-Kitāb.

7. Kitab al-Qadr.

b. Bidang Ilmu Fikih

1. Al-Mughnī fi Syarkh Muhtaṣar al-Harqī.

2. Al-Muqni’. (untuk pelajar tingkat menengah).

3. Al-Kāfī. Kitab fikih dalam tiga (3) jilid besar yang merupakan ringkasan

bab fikih. Dengan kitab dia paparkan dalil-dalil yang dengannya para

pelajar dapat menerapkannya dengan praktik amali).

4. ‘Umdah al-Ahkām.

18 Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, Raūḍah al-Nādhir wajannah al-
Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala Maẓhab al-Imām Ahmad bin Hanbal, Tahqiq Sya’bān Muhammad
Ismāīl, (Arab Saudi: Muassasah al-Riyyān, Juz I, Cet. Ke-I, 1998), hal. 26.
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5. Muhtaṣar al-Hidāyah li Abi al-Khaṭṭāb.

6. Risālah fi al-Maẓāhib al-Arba’ah

7. Fiqh al-Imām

8. Fatāwā wa masāil Mansūrah.

9. Muqaddiamh fi al-Farāiḍ

10. Manāsik al-Hajji

c. Bidang Ilmu Uṣūl Fikih

1. Ibn Qudāmah dalam bidang ilmu ushul fikih hanya memiliki satu karya

saja, yaitu Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala

Maẓhab al-Imām Ahmad bin Hanbal- dikemudian hari diringkas oleh

Najmuddin al-Tufi.

d. Bidang Ilmu Tafsir dan Hadis

1. Al-Burhān fi Masalah al-Qur’an. Membicarakan ilmu yang berkaitan

dengan al-Qur’an.

2. Qin’ah al-Arīb fi al-Gharīb

3. Muhtaṣar ‘Illah al-Hadis li Abī Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hārūn

al-Kholāl (w. 311 H).

4. Muhtaṣar fi Gharīb al-Hadis.19

Karya-karya ilmiahnya tidak hanya terbatas diatas, penulis hanya

memaparkan sebagian dari karyanya saja. Sekalipun Ia menguasai beberapa

disiplin ilmu tetapi yang paling menonjol sebagai ahli fikih dan ushul fikih.

Keistimewaan al-Mughnī adalah bahwa pendapat kalangan maẓhab Hanabilah

sering sama dengan maẓhab lainnya. Apabila pendapat maẓhab Hanabilah

19 Tidak hanya terbatas karya-karya tersebut, Ia dikategorikan seorang ulama yang produktif
dalam menulis- Ia juga memiliki karya di bidang sejarah bidang ilmu nasab, kitab fazail dan ahlak.
Lihat selengkapnya dalam: Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, Raūḍah al-Nādhir
wajannah al-Manādhir, Juz I, hal. 30-32. Lihat pula: Ibn Qudāmah, Lum’atul I’tiqad, Penj. Abu
Zur’ah al-Thaybi, hal. 7-8.
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berbeda dengan pendapat maẓhab lainnya, maka akan diberikan alasan dari al-

Qur`an atau al-Sunnah yang menampung pendapat maẓhab Hanabilah

tersebut.20

d. Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imām Ibn Qudāmah

Adapun metode iṣtinbāṭ maẓhab Hanbali secara hirarki dalam

menetapkan hukum adalah: 1. Naṣ dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih,

2. Fatwa para sahabat Nabi saw yang tidak ada perselisihan, 3. Fatwa para

sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan tetapi yang lebih dekat dengan

naṣ, 4. Hadis mursal dan hadis dha’if, 5. Al-Qiyas, tetapi juga terkadang

menggunakan al-maṣlaḥah al-mursalah, istihsan, istiṣḥab, dan sadd al-

dhari’ah.21

Sementara itu, Ibn Qudāmah sendiri menulis didalam bukunya yang

berjudul Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala

Maẓhab al-Imām Ahmad bin Hanbal, bahwa dalil-dalil yang disepakati

penggunaannya ada empat (4), yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ dan

istiṣhāb.22 Sedangkan dalil-dalil yang digunakan masih dalam perdebatan

(mukhtalaf fih) adalah syar’u man qablana, qaul al-ṣahabi, istihsān dan

20 M. Ali Hasan, Perbandingan Maẓhab,,,, hal. 282.
21 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ “Sejarah Legislasi Hukum Islam”, Penj. Nadirsyah

Hawari, (Jakarta: Teruna Grafica AMZAH, Cet. Ke-II, 2011), hal. 195-196. Lihat pula: Dedi
Supriyadi, Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. KeI,
2008), hal. 183-184.

22 Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, Raūḍah al-Nādhir wajannah al-
Manādhir, Juz I, hal. 194.



55

istiṣlah.23 Dari beberapa karya ilmiah yang ditulisnya tentang ushul fikih

maupun fikih, dapat dikatakan bahwa Ibn Qudāmah telah melakukan

kegiatan ijtihad karena ia telah berupaya dan mencurahkan kemampuan

secara maksimal dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmu ushul fikih dalam

menyelesaikan dan menetapkan status hukum dari kasus-kasus yang

dihadapinya.24

Secara metodologis, tokoh ini tidak menciptakan manhaj baru dalam

aktifitas berijtihad, atau lebih tepatnya dikatakan bahwa Ibn Qudāmah

merupakan al-Mujtahid al-Muqārin. Said Agil Husain al-Munawar mengutip

Muhammad Abū Zahrah yang mengemukakan lima tingkatan mujtahid,

yaitu: 1). Al-Mujtahid al-Mustasqil, ialah ulama yang berijtihad secara

mandiri dengan menciptakan ushul fikih atau metode ijtihad sendiri dan

mampu memenuhi semua persyaratan sebagai mujtahid, 2). Al-Mujtahid al-

Muntasib, ialah ulama yang berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah

yang diciptakan oleh sebelumnya yakni al-Mujtahid al-Mustaqil. Dalam

masalah pokok pendapatnya sama dengan yang pertama, akan tetapi dalam

masalah cabang mereka berbeda pendapat, 3). Al-Mujtahid fi al-Mazhab,

ialah ulama yang berijtihad dengan mengistinbatkan hukum mengenai

masalah-masalah yang belum diijtihadkan oleh al-Mujtahid al-Mustaqil

23 Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, Raūḍah al-Nādhir wajannah al-
Manādhir, Juz I, hal. 423-478.

24 Zulfikri, Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Pengembangan Fikih Islam,
(Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal. 233.
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dengan menerapkan metode dan kaidah-kaidah fikih yang diciptakan oleh

mujtahid yang mereka ikuti, 4). Al-Mujtahid al-Tarjīh, ialah ulama yang

menguatkan pendapat salah seorang mujtahid dengan cara tarjih berdasarkan

kekuatan dalil atau kemaslahatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, 5).

Al-Mujtahid al-Muqārin, ialah ulama yang membandingkan pendapat

mujtahid dengan hadis lain dalam menetapkan pendapat yang lebih sahih

atau yang lebih dekat kepada sunnah.

Dalam konteks ini adakalanya dia menggunakan al-qiyas, maṣlaḥah

mursalah, istiṣhāb, atau istihsān yang menurutnya lebih cocok untuk

menyelesaikan permasalahan hukum sehingga fikih Islam akan berkembang.

Al-qiyas digunakan untuk merespon kasus-kasus baru yang muncul sejalan

dengan perubahan sosial. Maṣlaḥah mursalah digunakan untuk menghadapi

kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan umum atas pertimbangan

dan kebijakan pemerintah. Diantara kitab-kitab fikih Ibn Qudāmah adalah al-

Mughnī dan al-Kāfī. Di dalam keduanya terdapat banyak contoh penggunaan

metode iṣtinbāṭ berupa maṣlaḥah mursalah yang didukung oleh makna

sejumlah dalil syara’ sebagai bagian dari konsep al-qiyas dalam

pengertiannya yang luas, yaitu dasar-dasar dan kaidah umum, baik yang

didasarkan atas nas maupun yang digali melalui penelitian. Adapun istishab

ia gunakan sebagai salah satu konsep pengembangan fikih Islam dalam

praktek penyelesaian kasus-kasus pidana atau perdata yang diajukan oleh

pihak yang berperkara ke pengadilan. Sedangkan istihsān digunakan untuk
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menghilangkan kesulitan yang timbul dari penerapan kaidah-kaidah umum

terhadap kasus tertentu.25

Dengan demikian, sistematika sumber hukum dan istidlal Maẓhab

Hanbali (Imām Ahmad Ibn Hanbal). Secara umum adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama.

Al-Qur’an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw,

tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara

mutawātir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam

mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas.26

2) Al-Sunnah

Menurut ulama ahli uṣūl fiqh, sunnah diartikan sebagai segala yang

diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur’an, baik berupa perkataan,

perbuatan maupun ketetapannya berkenaan dengan hukum syara’.27

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama uṣūl fiqh membagi

sunah menjadi mutawātir dan ahad. Mutawātir, apabila sunah itu

diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin

mereka sepakat untuk berdusta.28 Sedangkan sunah ahad yaitu sunah yang

25 Zulfikri, Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi,,,,,hal. 236-239.
26 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1998), hal. 50.
27 Pengertian Sunnah memang bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu, yaitu menurut Ilmu Hadis

adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik perkataan, perbuatan,
maupun ketetapan. Dan menurut ilmu Fiqh adalah hukum taklifi yang apabila ditindakkan mendapat
pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Rachmat Syafe’i, Ilmu Uṣul Fiqh, hal. 60.

28 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2011), hal. 67.
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diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat mutawātir.

Sedangkan hadits ahād itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu Ṣahīh, hasan, dan

dla’īf.29

3) Fatwa-fatwa Sahabat (Ijma’)

Menurut jumhur ulama uṣūl, sahabat adalah mereka yang bertemu

dengan Nabi Muhammmad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa

bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin,

Ummahatul mu’minin, Ibnu Mas’ūd, Ibn Abbās, Ibn ‘Umar, Ibn al‘Aṣy dan

Zaid bin Jabal.30

4) Hadis Mursal31 dan Dhaif

Menurut Imām Ahmad bin Hanbal, hadis mursal dan dhaif

didahulukan atas qiyas. Hadis mursal dan dhaif versi Ahmad bin Hanbal

ialah hadis yang bukan berupa hadis batil atau munkar, atau ada perawinya

yang dituduh dusta dan tidak boleh diambil hadisnya. Menurutnya,

kandungan hadis dhaif adalah orang yang belum mencapai derajat tsiqah,

29 Ṣahīh adalah hadis yang memenuhi lima kriteria, yaitu: (1) Sanad bersambung, (2) Seluruh
perowinya adil, (3) Seluruh perowinya dlōbiṭ, (4) Sanad hadis itu tidak syaẓ/ janggal, (5) Sanad hadis
terhindar dari ‘illat. Hasan adalah hadis yang tidak memenuhi syarat ke tiga, yaitu perowinya tidak
dlōbiṭ. Sedangkan dlo’if adalah hadis yang tidak memenuhi kelima syarat hadis ṣahīh. Lihat Asmawi,
Perbandingan Uṣul Fiqh, hal. 68-69.

30 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007), hal. 64.
31 Hadis mursal ialah hadis yang disandarkan oleh para tabi’in langsung pada Nabi saw dengan

tanpa menyebutkan sahabat sebagai perawi pertama. Lihat Abdul Sattar, Ilmu hadis, (Semarang: Rasail
Media Graup, Cet. Ke-I, 2015), hal. 117.
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akan tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka

hadits tersebut bagian dari hadits yang sahih.32

4) Qiyas

Definisi qiyas menurut ulama uṣūl fiqh ialah menghubungkan suatu

kejadian yang tidak ada naṣhnya kepada kejadian lain yang ada naṣhnya,

dalam hukum yang telah ditetapkan oleh naṣh karena adanya kesamaan dua

kejadian itu dalam illat hukumnya.33

Imām Ḥanbali menggunakan qiyas apabila dalam al-Qur’an dan

Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi persoalan-

persoalan yang dihadapinya. Ia mengaplikasikan qiyas dengan cara

menghubungkan persoalan-persoalan (furū’) tersebut kepada sesuatu yang

telah ditetapkan hukumnya oleh naṣ (aṣl), dengan melihat kesamaan illat,

maka hukum furū’ sama dengan hukum aṣl.34 Klasifikasi qiyas berdasarkan

pada:

32 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam....................., hal. 196.
33 Muhammad Abu Zahrah, Uṣul Fiqh, terj. Saefullah Ma’ṣum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus,

Cet.Ke-12, 2008), hal. 336. Rukun qiyas terdiri dari empat unsur diataranya: (1) Aṣl (pokok), yaitu
suatu peristiwa yang sudah ada naṣ-nya yang dijadikan tempat meng-qiyas-kan. Ini berdasarkan
pengertian aṣl menurut fuqaha. Sedangkan aṣl menurut hukum teolog adalah suatu naṣ syara’ yang
menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu naṣ yang menjadi dasar hukum. Aṣl disebut
juga maqīs ‘alaih (yang dijadikan tempat meng-qiyas-kan), mahmūl ‘alaih (tempat membandingkan),
atau musayabbah bih (tempat menyerupakan). (2) Furū’ (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada
naṣnya, furu’ itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan aṣl. Ia disebut juga maqīs
(yang dianalogikan) dan musyabbah (yang diseupakan). (3)Hukm al-aṣl, yaitu hukm syara’ yang
ditetapkan oleh suatu naṣ. (4) Illat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada aṣl. Dengan adanya sifat itulah,
aṣl mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga cabang itu
disamakanlah dengan hukum aṣl. Rachmat Syafe’i, Ilmu Uṣul Fiqh, hal. 87.

34 Dede Rosyada, Hukum Islam..., hal. 143.
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a) Kekuatan ‘illat yang terdapat pada furū’, dibandingkan pada illat yang

terdapat pada aṣl dibagi menjadi tiga: (1) qiyas awlawi, yaitu berlakunya

hukum pada furū’ lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada aṣl karena

kekuatan illat pada furū’. (2) qiyas musāwi, yaitu berlakunya hukum pada

furū’ sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada aṣl karena kekuatan

illat-nya sama. (3) qiyas adwan, yaitu berlakunya hukum pada furū’ lebih

lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada aṣl.35

b) Kejelasan illat-nya, dibagi menjadi dua macam: (1) qiyas jali, yaitu qiyas

yang didasarkan atas illat yang ditegaskan dalam al-Quran dan sunnah

Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber

tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuatdugaan tidak ada illat-nya.

Menurut Wahbah Zuhaili, qiyas ini mencakup apa yang disebut dengan qiyas

awla dan qiyas musawi. (2) qiyas khafi, yaitu qiyas yang didasarkan atas

illat yang di-istinbāṭ-kan (ditarik dari hukum aṣl).36

5) Istihsān

Istihsān adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu

lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih

baik untuk diikuti.37 Adapun menurut istilah syara’ sebagaimana

didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, Istihsān ialah “Berpindahnya

35 Amir Syarifuddin, Uṣul Fiqih, (Jakarta: Kencana, Jilid 1, Cet. Ke-5, 2014), hal. 390-391.
36 Satria Effendi, M. Zein, Uṣul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005), hal.

141-142.
37 Sapiudin Sidiq, Uṣul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011), hal. 82.
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seorang mujtahid dari qiyas jali (jelas) kepada qiyas khafi (samar) atau dari

hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian, dikarenakan adanya dalil

yang membenarkannya.38

6) Sadz al-Dzara’i

Sadz al-Dzari’ah ialah mencegah sesuatu yang menjadi jalan

kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan kepada

seseorang pada kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang

akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaknya perbuatan yang

baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan. Misalnya, mencegah seorang

minum seteguk minuman keras sekalipun seteguk itu tidak memabukkan,

guna untuk mencegah jalan sampai kepada minum yang lebih banyak.39

7) Istishāb

Menurut Ibn Qayyim sebagaimana dikutip oleh Khaerul Umam,

istishāb ialah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau

meniadakan apa yang memang tiada sampai adanya dalil yang dapat

mengubah kedudukan berlakunya hukum itu. Dari definisi tersebut di atas,

maka dapat dipahami apabila suatu perkara sudah ditetapkan pada suatu

waktu, maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru

yang mengubahnya. Sebaliknya apabila suatu perkara tersebut tertolak pada

38 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Uṣul Fiqh, (Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, t.th), hal.
79. Dikutip oleh Sapiudin Sidiq, Uṣul Fiqh, hal. 82.

39 Chaerul Umam dkk, Ushul Fikih I, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000), hal. 188.
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suatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa,

sebelum terdapat dalil yang menetapkan perkara tersebut.40

8) Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah

Maslahah secara bahasa ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Sedangkan maslahah al-mursalah menurut ulama ushul ialah meraih manfaat

dan menolak madharat, demikian menurut al-Ghazali.41 Sedangkan maslahah

menurut Hasbi al-Siddiqiy, maslahah yaitu memelihara tujuan syara’ dengan

jalan menolak segala sesuatu yang merusak mahluk.42

2. Pendapat dan Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imām Ibn Qudāmah

Realitas menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki punya kemampuan untuk

bekerja mencari nafkah. Mereka kadang ada yang cacat mental atau fisik, sakit-

sakitan, usianya sudah lanjut, dan lain sebagainya. Semua itu termasuk ke dalam

orang-orang yang tidak mampu bekerja. Jika demikian keadaannya, lalu siapa

yang akan menanggung kebutuhan nafkahnya? Dalam kasus semacam ini, Islam

mewajibkan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah, untuk

membantu mereka.

Maksudnya, seorang waris berkewajiban sama seperti seorang ayah, dari

segi nafkah dan pakaian. Yang dimaksud waris di sini, bukan berarti orang yang

40 Chaerul Umam dkk, Ushul Fikih I .........................hal. 144-145
41 Dikutip oleh Chaerul Umam dkk, Ushul Fikih I,.....................hal. 135-136.
42 Dikutip oleh Chaerul Umam dkk, Ushul Fikih I,.....................hal. 137.
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secara langsung bisa mewarisi. Melainkan, yang dimaksud adalah siapa saja yang

berhak mendapatkan waris.43

Jadi jelas, jika seseorang secara pribadi tidak mampu memenuhi

kebutuhannya, karena alasan-alasan di atas, maka kewajiban memenuhi nafkah

beralih ke kerabat dekatnya. Jika kerabat dekat diberi kewajiban untuk membantu

saudaranya yang tidak mampu, bukankah hal ini akan menyebabkan kemiskinan

para keluarganya dan dapat berdampak pada menurunnya taraf kehidupan mereka?

Tidak dapat dikatakan demikian! Sebab, nafkah tidak diwajibkan oleh syara’

kepada keluarga, kecuali apabila terdapat kelebihan harta. Orang yang tidak

memiliki kelebihan, tidak wajib baginya memberi nafkah. Sebab, memberi nafkah

tidak wajib kecuali atas orang yang mampu memberinya. Orang yang mampu

menurut syara’ adalah orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan-kebutuhuan

primer (al-hājat al-asasīyah), dan kebutuhan pelengkap (al-hājat al-kamalīyah),

menurut standart masyarakat sekitarnya.44 Namun bagaimana jadinya jika kerabat

tersebut berbeda dalam hal agama. Dalam hal ini Ibn Qudāmah berpendapat dalam

kitabnya al-Mughnī, Ia berkata:

43 Taqiyuddīn al-Nabhani, Nidzamul Iqtishadi fi al-Islam, (Beirut Libanan: Dārul Ummah, Cet.
Ke-IV, 1999), hal. 210.

44 Ada beberapa hadis yang dapat dipakai sebagai dasar, antara lain; hadis tentang “Sedekah
yang baik adalah harta yang berasal dari selebihnya keperluan”. Lihat dalam: Maūsū’ah al-Hadis al-
Syarīf, (Jami’ al-Huquq Mahfudhah li al-Syirkah al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, Cet. Ke-II,
2000.
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ينِ، كَنـَفَقَـةِ غَيْـرِ عَمُـودَيْ وَلنََا، أَنَّـهَا مُوَاسَاةٌ عَلَى سَـبِيلِ الْبـِرِّ وَالصِّـلَةِ، فَـلـَمْ  تَجِـبْ مَـعَ اخْـتِلاَفِ الـدِّ

رُ مُتـَوَارثَِـيْنِ فَـلَمْ يَجِبْ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ نَـفَقَةٌ باِلْقَرَابةَِ  45.النَّسَبِ، وَلأِنََّـهُمَا غَيـْ

Artinya: Dalil kami adalah bahwa memberi nafkah kepada orang tua itu bentuk
kesukarelaan yang didasari jalan berbakti dan juga silaturahim (antar
kerabat), maka itu tidak wajib jika keduanya berbeda agama.
Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar keturunan
(nasab), karena keduanya tidak saling mewarisi, dan tidaklah wajib pula
memberikan nafkah bagi salah satu diantara orang tua atas yang lain
dengan adanya kekerabatan.

Pernyataan tersebut diperkuat pula oleh golongan Hanabilah, yang mana

pendapat tersebut diutarakan oleh Imām al-Mardawī dalam kitabnya al-Inṣāf:

ينِ. 46وَلاَ تَجِبُ نَـفَقَةُ الأَْقاَرِبِ مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّ

Artinya: Tidaklah wajib menafkahi kerabat dengan adanya perbedaan agama.

Pernyataan tersebut, karena memang dalam maẓhab Hanbali, salah satu

syarat memperoleh nafkah ialah adanya kesamaan agama. Selain itu, maẓhab ini

juga melihat bahwa memberi nafkah kepada orang tua adalah sebuah bentuk

kesukarelaan, atau pekerjaan sukarela yang didasari atas kebaktian (kepada orang

tua) dan Ṣilah (menyambung tali silaturahim), maka tidak wajib kepada yang beda

agamanya.

Karena perbedaan agama tidak terdapat di dalamnya nilai [ رُّ بِلْ اَ  ] (berbakti)

dan juga menyambung tali silaturahmi, sebagaimana juga perbedaan agama yang

45 Ibn Qudāmah, Al-Mughnī libni Qudāmah, Juz XI, hal. 376.
46 ‘Alāuddin Abū al-Hasan ‘Ali bin Sulaīmān al-Mardāwī al-Hanbalī, Al-Inṣāf, (t.t, Dāru Ihyā’

al-Turats al-‘Arabī, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955), hal. 402.
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memutus jalannya perwarisan (Orang yang berbeda agama tidak bisa saling

mewarisi).47 Argumentasi lain yang dibangun oleh Hanabilah (termasuk

didalamnya Ibn Qudāmah) ialah menyamakannya dengan hukum kewarisan,

dalam kewarisan tidaklah bisa saling mewarisi manakala ditemukan perbedaan

agama antara pewaris dan yang mewariskan. Hal tersebut ia ungkapkan dalam

kitabnya al-Mughnī:

ــرُ مُتـَــوَارثَِـيْنِ فَـلـَـمْ يَجِــبْ لأَِحَــدِهِمَا عَلـَـى الآْخَــرِ نَـفَقَـــةٌ كَنـَفَقَــةِ غَيْــرِ عَمُــودَيْ النَّسَــبِ، وَلأِنََّـهُمَــا غَيـْ

48باِلْقَرَابةَِ.

Artinya: Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar keturunan
(nasab), karena keduanya tidak saling mewarisi, dan tidaklah wajib pula
memberikan nafkah bagi salah satu diantara orang tua atas yang lain
dengan adanya kekerabatan.

Setelah penulis memaparkan pendapat dan metode iṣtinbāṭ hukum imām al-

Nawawī dan Imām Ibn Qudāmah. Penulis dapat menarik benang merah, bahwa al-

Nawawī berpendapat, bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang nafkah

bagi kerabat (tetap wajib menafkahinya), hanya saja, kewajiban nafkah kerabat

tersebut hanya berlaku bagi uṣūl dan furū’ atau sebaliknya dan kakek terhadap

cucu atau sebaliknya.49 Selain kerabat tersebut al-Nawawī tidak mewajibkannya

(jawaz- boleh). Sementara Ibn Qudāmah mensayaratkan dalam nafkah adanya

47 Menurut kesepakatan para ulama, bahwa berlainan agama dapat menjadi penghalang untuk
saling mewarisi. Berdasarkan hadis “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir
tidak mewarisi harta orang Islam” HR: Bukhari Muslim. Lihat dalam: Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-VI, 2015), hal. 35.

48 Ibn Qudāmah, Al-Mughnī Libni Qudāmah,,,,,Juz XI, hal. 376.
49 Ruang lingkup kerabat antara Syafi’iyyah dan Hanabilah terdapat perbedaan. Lihat

selengkapnya dalam bab dua.
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persamaan agama, maka manakala di dapati perbedaan agama menyebabkan

gugurnya nafkah kerabat, karena Hanabillah- termasuk didalamnya Ibn Qudāmah

mengqiyaskannya dengan hukum kewarisan. Dalam hukum kewarisan jika

didapati antara pewaris dan yang mewarisi terdapat perbedaan agama, maka hal

tersebut dapat menggugurkan hak kewarian, begitu pula dalam hak nafkah kerabat.
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BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT DAN METODE IṢTINBĀṬ

HUKUM IMĀM AL-NAWAWĪ DAN IMĀM IBN QUDĀMAH TENTANG

HAK NAFKAH KERABAT YANG BEDA AGAMA

A. Analisis Perbandingan Pendapat Imām al-Nawawī dan Imām Ibn Qudāmah

Tentang Hak Nafkah Kerabat yang Agama

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan budaya masyarakat, setumpuk

problematika kehidupan muncul kepermukaan. Mulai dari permasalahan

masyarakat kalangan bawah sampai pada kalangan atas. Mulai dari masalah

pribadi, keluarga, ekonomi dan lain sebagainya. Semua itu memerlukan jawaban

yang mapan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi harkat manusia dengan

misi utamanya “rahmatan lil ‘alamīn”, tertantang untuk menjawab semua problem

di atas. Tetapi benarkah Islam menjadi rahmat bagi segenap manusia, sementara

sebagian hukumnya- seperti yang terekam dalam kitab-kitab klasik terkesan sangat

memberatkan? Keraguan ini sangat beralasan, akan tetapi bisakah keraguan itu

dibenarkan? Ataukah keraguan tersebut hanya sebatas keraguan yang tak beralasan

karena kurang memahami prinsip hukum Islam?.1

Sementara itu, masyarakat sering kali tidak merasa bahwa mereka

mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki kelebihan harta

kekayaan. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar

1 Ipandang, Tanggung Jawab Manusia Terhadap al-Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi), hal. 164.
Jurnal al-‘Adl, Vol. 8 No. 2, Juli 2015. Jurnal dipublikasiakn.
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tanggung jawab sosial dapat terlaksana dengan baik. Salah satu prinsip yang telah

ditetapkan oleh al-Qur’an terkait dengan hal ini adalah adanya hubungan

kekerabatan yang terbangun dalam sikap tolong menolong dan saling melengkapi.

Kenyataannya, tidak jarang ditemukan masih adanya masyarakat yang tidak

menyadari akan prinsip kekerabatan didalam Islam ini. Orang-orang kaya biasa

menginfakkan hartanya ke masjid, lembaga-lembaga sosial, panti asuhan,

kegiatan-kegiatan amal dan lain sebagainya. Hal ini tidak dilarang didalam Islam

tetapi bahkan dianjurkan, akan tetapi sementara mereka menunjukkan kepedulian

kepada lingkungan sosialnya kebanyakan lupa akan lingkungan keluarga dan karib

kerabat mereka yang masih layak untuk dibantu, bahkan harus segera

ditanggulangi. Alangkah lebih adil jika kesulitan kerabat ini diselesaikan oleh

keluarga terdekatnya pula.

Al-Qur’an dalam hal ini, menegaskan tentang prinsip tolong menolong yang

tercermin dalam hubungan kekerabatan sebagaimana tergambar dalam satu

keluarga. Islam menjadikan hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang saling

melengkapi dan mencukupi satu dengan yang lainnya. Keluarga yang kuat

membantu keluarga yang lemah, keluarga yang kaya membantu keluarga yang

miskin, keluarga yang mampu akan memberdayakan keluarga yang tidak mampu.

Ini semua disebabkan oleh jalinan tali persaudaraan yang kuat dalam satu
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hubungan kekerabatan atau keluarga tersebut.2 Kerenanya Allah Swt menegaskan

hubungan ini sebagaimana tergambar dalam firman-Nya:

.عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ كِتَابِ فِيببِـَعْضٍ أَوْلَىبَـعْضُهُمْ الأَْرْحَامِ وَأُولُو......
Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih

berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut
Kitab Allah. (Q.s ).3

Dalam Konteks inilah al-Qur’an menetapkan kewajiban membantu keluarga

oleh rumpun keluarganya. Namun bagaimana jadinya jika keluarga tersebut

berlainan agama, apakah masih berhak untuk menerima nafkah? Oleh karena itu,

penulis terlebih dahulu akan memaparkan pendapat ulama yang berkaitan dengan

hak nafkah kerabat yang berlainan agama. Kemudian penulis menganalisis

pendapat tersebut dengan menggunakan pendekatan perbandingan maẓhab.

Perbandingan maẓhab dimaksud bukan bertujuan untuk meremehkan atau

mencari kelemahan suatu pendapat maẓhab tertentu, melainkan untuk mencari

alternatif yang paling benar diantara pendapat-pendapat para maẓhab yang sudah

benar. Selain itu, perbandingan maẓhab juga mencari dalil-dalil yang menjadi

sumber rujukan utama (al-Qur’an dan al-Sunnah), karena pada hakikatnya

kewajiban kita bukan mengikuti pendapat maẓhab tetapi mengikuti dalil yang

dĳadikan sumber oleh ulama maẓhab.4

2 Yusuf al-Qaradhawi, Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘ilajuha fil Islam, (Beirut: Mu’assasah al-
Risalah, t.th) hal. 55.

3 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra
Semarang, 2002), hal.

4 Hasbiyallah, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kemetrian Agama, 2012), hal. 5.
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Begitu pula dengan perbandingan pendapat antara al-Nawawī dan Ibn

Qudāmah berkaitan dengan hak nafkah kerabat yang beda agama ini, penulis tidak

bermaksud mencari kelemahan atau bahkan meremehkan salah satu pendapat

mereka, tetapi berusaha mencari pendapat yang lebih utama, tentunya hanya

sebatas dari sudut pandang dan kapasitas penulis.

Dalam masalah hak nafkah kerabat yang berlainan agama, al-Nawawī

berpendapat:

يْنِ وَمَــعَ اِخْتِلاَفِــهِ، فــَإِنْ كَــانَ أَحَــدُهُمَا مُسْــلِمًا وَالآَْخَــرُ كَــ افِرًا لــَمْ نَـفَقَــةُ الْقَرَابــَةِ تَجِــبُ مَــعَ اِتِّـفَــاقِ الــدِّ

يْنِ وَاخْتِلاَفِـهِ، وَلاَ يمَْنَعْ ذَلِكَ مِنْ وُجُـوْبِ ا لنـَّفَقَـةِ، لأِنََّـهُ حَـقٌّ يَـتـَعَلَّـقُ بـِالْوِلاَدَةِ فَـوَجَـبَ مَـعَ اِتِّـفَـاقِ الـدِّ

أَبــُوْ الْعَـمِّ وَقـَالَ تَجِبُ الَنـَّفَقَةُ لِغيَْرِ الْوَالـِدَيْنِ وَالْمَوْلـُوْدِيْنَ مِـنَ الْقَرَابـَةِ كَـالاَْخِ وَابـْنِ الأَْخِ وَالْعَـمِّ وَابـْنِ 

ـــةِ وَالْ  ـــمِّ وَالْعَمَّ ـــةُ الأَْخِ وَأَوْلاَدِهِ وَالْعَ ـــهِ نَـفَقَ ـــمٍ مَحْـــرُمٍ، فَـتَجِـــبُ عَلَيْ ـــةَ تَجِـــبُ لِكُـــلِّ ذِيْ رحَِ فَ خَـــالِ حَنِيـْ

5وَالْخَالَةِ، وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ نَـفَقَةُ أَوْلاَدِ الْعَمِّ وَلاَ أَوْلاَدِ الْخَالِ وَلاَ أَوْلاَدِ الْخَالَةِ.

Artinya: Wajib menafkahi kerabat dekat baik terdapat kesamaan dalam hal agama
maupun tidak. Jika salah satunya muslim dan yang lain kafir, hal ini tidak
menghalangi kewajiban nafkah, karena merupakan hak yang
berhubungan dengan ikatan orang tua dan anak maka tetap wajib
menafkahinya, baik agamanya sama ataupun berbeda. Dan tidak wajib
menafkahi kerabat yang tidak memiliki hubungan orang tua - anak,
seperti terhadap saudara laki-laki, keponakan, paman, dan sepupu.
Menurut Abū Ḥanifah wajib menafkahi setiap dzāwil arhām (kerabat
jauh), maka wajib menafkahi saudara laki-laki dan keturunannya, paman,
bibi, dan tidak wajib menafkahi anaknya paman, anaknya bibik, dan
anaknya bibi.

5 Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, Al-Majmū’, (Baīrūt Libanān: Dārul
Fikr, Juz 18, 2000 H/ 1421M), hal. 297.
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Menurut al-Nawawī bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang

(tetap wajib) kerabat untuk mendapatkan nafkah; perlu diketahui bahwa hal

tersebut hanya berlaku (nafkah wajib) bagi uṣūl (ayah ke atas dan seterusnya) dan

furū’ (anak dan seterusnya ke bawah). Lain halnya bagi selain uṣūl dan furū’,

misalnya saudara laki-laki, keponakan, paman, dan sepupu, tidaklah wajib (jawaz-

boleh) untuk menafkahi mereka. Kewajiban menafkahi kerabat dekat (uṣūl dan

furū’) meskipun dalam perbedaan agama. Ia beralasan karena merupakan hak yang

berhubungan dengan ikatan orang tua dan anak, maka tetap wajib menafkahinya,

baik agamanya sama maupun berbeda.

Alasan lain, ia berargumen dengan hadis Nabi, yaitu hadis yang

diriwayatkan oleh Abū Huraīrah:

اللهِ عِنْـدِيْ دِيْـنـَارٌ؟ قـَالَ تَصَـدَّقْ بـِهِ أَنَّ رجَُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يـَا رَسُـوْلَ ا

عَلـَـى نَـفْسِــكَ. قــَـالَ عِنْــدِيْ اَخَـــرُ؟ قـَـالَ تَصَـــدَّقْ بـِـهِ عَلَـــى زَوْجَتـِـكَ. قــَـالَ عِنْــدِيْ اَخَـــرُ؟ قـَـالَ: قــَـالَ 

لَ: عِنْدِيْ آَخَـرُ. قـَالَ: تَصَدَّقْ بهِِ عَلَى وَلَدِكَ؟ قاَلَ: عِنْدِيْ اَخَرُ. قاَلَ تَصَدَّقْ بهِِ عَلَى خَادِمِكَ؟ قاَ

6.أَنْتَ أَبْصَرُ. (رَوَاهُ أَبُـوْ هُرَيْـرَةَ)

Artinya: Suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulallah, saya
mempunnyai uang satu dinar. Beliau berkata, belanjakanlah untuk
kebutuhanmu sendiri. Lelaki itu berkata lagi. Beliau bersabda,
belanjakanlah untuk istrimu. Lelaki itu berkata lagi. Saya masih
mempunnyai satu dinar lagi. Rasul berkata, belanjakanlah untuk
keperluan anakmu. Lelaki itu berkata lagi. Saya masih mempunnyai satu

6 Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, Al-Majmū’, Juz 18, hal. 297. Lihat
pula: Abī Husaīn Yahyā bin Sālim al-Imām al-Syafi’i al-Yamanī, Al-Bayān fi Maẓhab al-Imām al-
Syafi’i, (Bairut Libanan: Dāru al-Minhāj, Juz XI, 2000), hal. 249.
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dinar lagi. Lantas Rasul bersabda. Belanjakanlah untuk keperluan
pembantumu. Kemudian ketika lelaki itu berkata, Saya masih
mempunnyai satu dinar lagi. Beliau menjawab, Engkau lebih tahu
penggunaan harta itu untuk siapa. (HR. Abū Huraīrah).

Hadis tersebut menjelaskan, bahwa mulailah nafkah dari diri sendiri,

kemudian kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak, cucu. Nafkah istri

wajib karena sebagai pengganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena

masih ada hubungan darah antara satu dan lainnya. Bagian darah daging yang ada

pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berlainan agama.7

Jadi, al-Nawawī menghukumi nafkah bagi kerabat (selain uṣūl dan furū’)

yang berlainan agama hanya sebatas boleh (jawaz). Bisa jadi pemberian kepada

kerabat yang non Muslim sebagai amal shodaqoh. Para ulama telah sepakat bahwa

bersedekah kepada kerabat dekat (al-aqārib) itu lebih ditekankan. Hal ini

sebagaimana dikemukakan oleh Muhyiddīn Syaraf al-Nawawī dalam kitabnya al-

Majmū’, ia berkata:

الأَْجْنَبـِيِّ عَلـَىوَتَـقْدِيمِـهِ ......عَلَى الأَْقاَرِبِ أَفْضَـلُ مِـنْ الأَْجَانـِبِ أَجْمَعَتْ الأْمَُّةُ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ 

رُهُ أَوْ نَـفَقَتُهُ يَـلْزَمُهُ مِمَّنْ الْقَريِبُ يَكُونَ أَنْ بَـيْنَ  8.غَيـْ

Artinya: Umat Islam sepakat bahwa bersedekah kepada kerabat dekat lebih utama
dibanding dengan orang lain....mendahulukan bersedekah terhadap
kerabat atas orang lain, samahalnya kerabat yang wajib dinafkahi
maupun tidak.

7 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuh, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 10, 2011),
hal. 100.

8 Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy, Al-Majmū’, Juz 6, hal. 238.
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Lantas pertanyaannya, bagaimana jika sedekah diberikan kepada non

Muslim, apakah diperbolehkan? Dalam hal ini, al-Nawawī menyatakan bahwa jika

sedekah itu diberikan kepada non Muslim seperti orang Yahudi, Nasrani, atau

Majusi maka boleh, sebagaimana teks berikut ini:

لَوْ تَصَـدَّقَ عَلـَى يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقتَِهِ الصُّلَحَاءَ وَأَهْلَ الْخَيْرِ وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ ف ـَ

9.فاَسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَـهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ وكََانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ 

Artinya: Disunahkan bersedekah dikhususkan diberikan kepada orang yang saleh,
yang baik, yang bermartabat, dan orang yang membutuhkan. Jika
seseorang memberikan sedekah kepada orang fasik atau kafir seperti
orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi maka boleh, dan dalam hal ini ada
pahalanya.

Namun pendapat tersebut (perbedaan agama tidak menghalangi nafkah

kerabat) disanggah oleh Ibn Qudāmah, ia berpendapat bahwa perbedaan agama

dapat menghalangi kerabat untuk mendapatkan hak nafkah, pendapatnya tersebut

ia kemukakan dalam kitabnya al-Mughnī:

ينِ، كَنـَفَقَـةِ غَيْـرِ عَ  مُـودَيْ وَلنََا، أَنَّـهَا مُوَاسَاةٌ عَلـَى سَـبِيلِ الْبـِرِّ وَالصِّـلَةِ، فَـلـَمْ تَجِـبْ مَـعَ اخْـتِلاَفِ الـدِّ

رُ مُتـَوَارثَِـيْنِ فَـلَمْ يَجِبْ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ نَـفَقَةٌ باِلْقَرَابَ  10.ةِ النَّسَبِ، وَلأِنََّـهُمَا غَيـْ

Artinya: Dalil kami adalah bahwa memberi nafkah kepada orang tua itu bentuk
kesukarelaan yang didasari jalan berbakti dan juga silaturahim (antar
kerabat), maka itu tidak wajib jika keduanya berbeda agama.
Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar
keturunan (nasab), karena keduanya tidak saling mewarisi, dan tidaklah

9 Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, Al-Majmū’, Juz 6, hal. 240.
10 Ibn Qudāmah, Al-Mughnī liibni Qudāmah, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah

al-Hawā, (Dāru ‘Alim al- Kutūb, Juz XI, Cet. Ke-III, 1997), hal. 376.
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wajib pula memberikan nafkah bagi salah satu diantara orang tua atas
yang lain dengan adanya kekerabatan.

Pernyataan tersebut diperkuat pula oleh golongan Ḥanabilah, yang mana

pendapat tersebut dikemukakan oleh Imām al-Mardāwī dalama kitabnya al-Inṣāf:

ينِ. 11وَلاَ تَجِبُ نَـفَقَةُ الأَْقاَرِبِ مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّ

Artinya: Tidaklah wajib menafkahi kerabat dengan adanya perbedaan agama.

Pernyataan tersebut, karena memang dalam maẓhab Ḥanbali, salah satu

syarat kerabat memperoleh nafkah ialah adanya kesamaan agama. Selain itu,

maẓhab ini juga melihat bahwa memberi nafkah kepada orang tua adalah sebuah

bentuk kesukarelaan, atau pekerjaan sukarela yang didasari atas kebaktian (kepada

orang tua) dan Ṣilah (menyambung tali silaturahim), maka tidak wajib kepada

kerabat yang berlainan agamanya.

Argumentasi lain yang dibangun oleh Ḥanabilah (termasuk didalamnya Ibn

Qudāmah) ialah menyamakannya dengan hukum kewarisan. Dalam hukum

kewarisan tidaklah bisa saling mewarisi manakala ditemukan perbedaan agama

antara pewaris dan yang mewarisi. Hal tersebut ia kemukakakan dalam kitabnya

al-Mughnī:

ـــرُ مُتـَــوَارثَِـيْنِ فَـلَـــمْ يَجِــ بْ لأَِحَـــدِهِمَا عَلـَـى الآْخَـــرِ نَـفَقَـــةٌ كَنـَفَقَــةِ غَيْـــرِ عَمُــودَيْ النَّسَـــبِ، وَلأِنََّـهُمَــا غَيـْ

12.باِلْقَرَابةَِ 

11 ‘Alāuddin Abū al-Hasan ‘Alī bin Sulaīmān al-Mardāwī al-Hanbalī, Al-Inṣāf, (t.tp, Dāru Ihya’
al-Turats al-‘Arabī, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955), hal. 402.
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Artinya: Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar keturunan
(nasab), karena keduanya tidak saling mewarisi, dan tidaklah wajib pula
memberikan nafkah bagi salah satu diantara orang tua atas yang lain
dengan adanya kekerabatan.

Terlepas dari perdebatan mengenai hukum nafkah kerabat di atas,

sebenarnya al-Qur'an dan al-Hadis telah menyuruh kita agar selalu berbuat baik

(iḥsān) kepada kerabat, dan diantara bentuk iḥsān atau berbuat baik yaitu

memberikan nafkah kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imām

Bukhori dari Miqdām bin Mu'di berkata: Aku mendengar Rasulullah saw berkata:

sesungguhnya Allah mewasiatkan kamu untuk berbuat baik kepada ibumu,

kemudian ibumu, kemudian ibumu (tiga kali), kemudian bapakmu, kemudian

kepada kerabatmu. Hadis inipun telah diriwayatkan pula oleh Imām Ahmad dan

Ibnu Majah dan dishohihkan oleh al-Hākim.

Adapun iḥsān adalah antonim dari kata al-isa’ah dan diterjemahkan dengan

makna kebajikan sebagai lawan dari kejahatan. Menurut al-Raghib al-Asfahani,

seperti dikutip oleh Quraish Shihab, kata iḥsān digunakan untuk dua hal; pertama,

memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu, kata

iḥsān lebih luas dari sekedar “memberi nikmat atau nafkah”. Makna kata ini juga

lebih tinggi dan lebih dalam dari kandungan makna ‘adl, karena adil adalah

“memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap anda”, sedang

iḥsān “memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap anda”.13

12 Ibn Qudāmah, Al-Mughnī liibni Qudāmah, Juz XI, hal. 376.
13 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, Jilid 7, 2000), hal. 325.
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Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata iḥsān adalah puncak

dari kebaikan amal perbuatan. Terhadap hamba, sifat perilaku ini tercapai saat

seseorang memandang dirinya pada diri orang lain sehingga dia memberi untuknya

apa yang seharusnya dia beri untuk dirinya sendiri, sedangkan iḥsān terhadap

Allah adalah berupa leburnya diri seorang hamba sehingga dia hanya “melihat”

Allah. Atau dengan kata lain, seorang hamba disebut muhsīn apabila mampu

melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada

saat beribadah kepada Allah Swt.14

Dari dua pendapat dan argumentasi di atas, dapat dilihat mengapa al-Qur’an

sangat memberikan perhatian terhadap persoalan kerabat. Hal ini tidak lain karena

kerabat merupakan salah satu unsur pembentuk masyarakat, dimana hubungan

yang baik akan memperkuat hubungan antar rumpun keluarga, dan pada akhirnya

akan memperkuat struktur masyarakat Islam. Sebaliknya, hubungan yang buruk

karena terputusnya tali silaturrahmi antar keluarga (kerabat) akan berdampak pada

rusaknya tatanan masyarakat yang dicita-citakan Islam terwujudnya.

Sementara itu, hubungan sosial yang baik antar kerabat hanya dapat terwujud

apabila seseorang telah menunaikan hak-hak kerabat yang ada pada dirinya (atau

menjadi kewajiban bagi dirinya). Terkait dengan penunaian hak-hak ini, Quraish

Shihab menjelaskan bahwa adanya hak dan kewajiban tersebut mempunyai

kekuatan tersendiri, karena keduanya dapat melahirkan “paksaan” kepada yang

berkewajiban untuk melaksanakannya. Bukan hanya paksaan dari lubuk hatinya,

14 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, ...., hal. 325.
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tetapi juga atas dasar bahwa pemerintah dapat tampil memaksakan pelaksanaan

kewajiban tersebut untuk diserahkan kepada pemilik haknya. Dalam konteks

inilah, al-Qur’an menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun

keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota

masyarakatnya.15 Dengan kata lain, setiap individu mempunyai tanggung jawab

sosial terhadap kerabatnya dan bentuk tanggung jawab tersebut adalah

memberikan bantuan ketika mereka membutuhkannya

Dengan mempertimbangkan kedua pendapat, antara al-Nawawī dan Ibn

Qudāmah, penulis berkesimpulan, bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi soal

atau alasan, seseorang enggan untuk menafkahi kerabat yang berbeda agama

tersebut. Justru yang perlu dipertimbangkan, kondisi kerabat yang berlainan agama

tersebut, tidak semata-mata hanya memandang dari sisi status agamanya saja,

namun lebih dari itu, misalnya, apakah kerabat yang berlainan agama tersebut

memang benar-benar membutuhkan nafkah, misalnya mereka dalam kondisi cacat

fisik sehingga tidak dapat memenuhi nafkahnya sendiri, maka penulis lebih

sependapat untuk menafkahi mereka yang dalam keadaan cacat fisik. Bisa jadi,

karena kita sebagai saudara meskipun berlainan agama, setelah memberikan

bantuan kepada mereka yang non Muslim, justru mereka tergerak hatinya dengan

ajaran agama Islam yang penuh kasih sayang.

Justru ini menjadi nilai kebaikan untuk kita dan agama, barangkali dengan

pemberian kita sejumlah uang dan kebutuhan untuk mereka menjadi jalan hidayah

15 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, ...., hal. 45.
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Allah Swt kepada mereka. Dengan kebaikan yang terus menerus kita berikan,

bukan hal yang mustahil kalau nantinya kerabat tersebut menjadi luluh dan mau

mempelajari Islam.

رٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النـَّعَمِ  16.فَـوَاللَّهِ لأََنْ يَـهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رجَُلاً خَيـْ

Artinya: Demi Allah, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang
karenamu (usaha atau ajakanmu) itu lebih baik nilainya bagimu
dibanding harta yang paling tinggi nilainya sekalipun (HR al-Bukhari).

Jadi pemberian nafkah kepada kerabat yang non Muslim, selain wajib

(bagi yang mengatakan wajib), ini juga menjadi jalan dakwah untuk menarik

mereka ke jalan yang diridhoi Allah Swt. Dan sekaligus menunjukkan kebaikan

Islam di hadapan para pemeluk agama lain.

Tapi justru sebaliknya, kerasnya kita terhadap mereka dengan

membiarkan mereka dalam kesusahan dan enggan sekali memberi perhatian

dengan alasan berbeda agama, itu akan meninggalkan kesan negative. Bukan

hanya untuk diri pribadi, tapi juga untuk agama Islam sendiri. Pun secara akal,

ini tidak manusiawi, bagaimana bisa seseorang membiarkan kerabatnya yang

dalam kesususahan?

Sampai disini penulis menganalisis pendapat kedua imām tersebut,

sebaiknya meskipun dalam agama yang berbeda, dengan catatan mereka bukan

non Muslim yang memerangi orang Muslim, maka alangkah baiknya sebagai

16 Imām Bukhari, Sahih Bukhari, Tahqiq Muhammad Zuhair bin Nasir, (t.tp: Daru Tuq al-
Najah, Juz IV, Cet. Ke-I, 1422 H), hal. 60.
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orang Muslim membantu mereka yang memang benar-benar membutuhkan

nafkah- meskipun dalam perbedaan agama. Tentunya, pemberi nafkah sudah

mencukupi kebutuhan nafkah bagi dirinya, istrinya dan anak-anaknya dan

pemberian nafkahnya hanya sebatas kemampuannya.

B. Analisis Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imām al-Nawawī dan Imām Ibn Qudāmah

Tentang Hak Nafkah Kerabat yang Beda Agama.

Dalam analisis pendapat di atas, penulis sudah memaparkan apa pendapat,

dan metode iṣtinbāṭ hukum atau dasar hukum yang mereka gunakan, maka kali ini

penulis mencoba menganalisis dasar hukum yang mereka gunakan, tentunya hanya

sebatas kemampuan penulis.

Imām al-Nawawī dalam hal nafkah kerabat, ia berargumen dengan hadis

Nabi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abū Huraīrah:17

تَصَـدَّقْ بـِهِ أَنَّ رجَُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يـَا رَسُـوْلَ االلهِ عِنْـدِيْ دِيْـنـَارٌ؟ قـَالَ 

عِنْــدِيْ اَخَـــرُ؟ قـَـالَ: قــَـالَ عَلـَـى نَـفْسِــكَ. قــَـالَ عِنْــدِيْ اَخَـــرُ؟ قـَـالَ تَصَـــدَّقْ بـِـهِ عَلَـــى زَوْجَتـِـكَ. قــَـالَ 

تَصَدَّقْ بهِِ عَلَى وَلَدِكَ؟ قاَلَ: عِنْدِيْ اَخَرُ. قاَلَ تَصَدَّقْ بهِِ عَلَى خَادِمِكَ؟ قاَلَ: عِنْدِيْ آَخَـرُ. قـَالَ: 

أَنْتَ أَبْصَرُ. (رَوَاهُ أَبُـوْ هُرَيْـرَةَ).

Artinya: Suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulallah, saya
mempunnyai uang satu dinar. Beliau berkata, belanjakanlah untuk

17 Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, Al-Majmū’, Juz 18, hal. 297. Lihat
pula: Abī Husain Yahyā bin Sālim al-Imām al-Syafi’i al-Yamanī, Al-Bayān fi Maẓhab, Juz XI, hal.
249.
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kebutuhanmu sendiri. Lelaki itu berkata lagi. Beliau bersabda,
belanjakanlah untuk istrimu. Lelaki itu berkata lagi. Saya masih
mempunnyai satu dinar lagi. Rasul berkata, belanjakanlah untuk
keperluan anakmu. Lelaki itu berkata lagi. Saya masih mempunnyai satu
dinar lagi. Lantas Rasul bersabda. Belanjakanlah untuk keperluan
pembantumu. Kemudian ketika lelaki itu berkata, Saya masih
mempunnyai satu dinar lagi. Beliau menjawab, Engkau lebih tahu
penggunaan harta itu untuk siapa. (HR. Abū Huraīrah).

Hadis tersebut menjelaskan, bahwa mulailah nafkah dari diri sendiri,

kemudian kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak, cucu, pembantu, dan

lain sebagainya. Nafkah istri wajib karena sebagai pengganti penahanan,

sedangkan nafkah yang lain karena masih ada hubungan darah antara satu dengan

lainnya. Bagian darah daging yang ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan

nafkah meski berbeda agama.18 Hadis yang senada dengan di atas juga

diriwayatkan oleh al-Syafi’i, yaitu sebagai berikut:

دٍ يْ عِ سَـ، عَـنْ لاَنَ جْـعُ نْ بـِدٍ مَّـمُحَ ، عَـنْ ةَ نـَي ـْعُي ـَنْ اهُ الشَّافِعِي، عَن سُفْيَان بِ ، رَوَ حٌ صَحِيْ هَذَا الحَدِيثِ 

ــأَ نْ بِــ ــرِ لْ اَ دٍ يْ عِ ي سَــبِ ــأَ ، عَــنْ يّ مَقْبُ ــرَةَ بِ ــهِ وَسَــصَــلَّى االلهُ أَتَــى النَّبِــيَّ لاً جُــرَ أَنَّ :ي هُرَيْـ ــالَ: يــَا مَ لَّ عَلَيْ ، فَـقَ

. قــَالَ: رُ خَــ، عِنْــدِي آَ االلهِ . فَـقَــالَ: يــَا رَسُــولَ كَ سِــهُ عَلَــى نَـفْ قْــفِ نْ . فَـقَــالَ: أَ نَــارٌ ، عِنْــدِي دِي ـْااللهِ رَسُــولَ 

هُ قْــفِ نْ . قــَالَ: أَ رُ خَــ. قــَالَ: عِنْــدِي آَ كَ لِــهْ عَلَــى أَ هُ قْــفِ نْ قــَالَ: (أَ رُ خَــ. قــَالَ: عِنْــدِي آَ كَ دِ لــَهُ عَلَــى وَ قْــفِ نْ أَ 

ـــدِي آَ كَ مِـــادِ عَلَـــى خَ  ـــالَ عِنْ ـــالَ:) أَنْـــتَ رُ خَـــ. قَ ـــعْ أَ قَ هَقِـــيّ فِـــي سُـــوَرَوَاهُ اَ .....مُ لَ ـــقِ نْ مِـــهِ نَنِ لْبـَيـْ طَريِ

» كَ تـِجَ عَلـَى زَوْ «. وَفِي أُخْرَى لـَهُ: مُ لَ عْ ) أَ أَنْت أبْصر بدل (أَنْتَ لَهُ: ، وَفِي رِوَايةٍَ رِ لْمَذْكُوْ الشَّافِعِي اَ 

18 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuh, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 10, 2011),
hal.  100.
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ــرَةَ بــِأَ حَــدِيثِ نْ نِــي مِــأَعْ اأَيْضًــهَــذَا الْوَجْــهِ نْ ا أَحْمــد وَالنَّسَــائِيّ مِــ. وَرَوَاهُ أَيْضًــ»كَ لِــهْ أَ «لُ دَ بــَ ي هُرَيْـ

قْ دَّ صَـ. قـَالَ: تَ : عِنْـدِي دِينـَارٌ لٌ جُـا. قـَالَ رَ وْ ق ـُدَّ صَـتَ : «مَ لَّ عَلَيْـهِ وَسَـصَلَّى االلهُ االلهِ : قاَلَ رَسُولُ بلَِفْظِ 

ــهِ عَلَــى نفَسِــ ــارٌ كَ بِ ــدِي دِينَ ــالَ: عِنْ ــالَ: تَ رُ خَــآَ . قَ ــهِ عَلَــى زَوْ قْ دَّ صَــ. قَ ــجَ بِ ــارٌ كَ تِ ــدِي دِينَ ــالَ: عِنْ . قَ

. قـَالَ: كَ مِـادِ بهِِ عَلَى خَ قْ دَّ صَ . قاَلَ: تَ رُ خَ آَ . قاَلَ: عِنْدِي دِينَارٌ كَ دِ لَ بهِِ عَلَى وَ قْ دَّ صَ ، قاَلَ: تَ رُ خَ آَ 

هَقِيّ فِي » رُ بْصَ أَ . قاَلَ: أَنْتَ رُ خَ آَ عِنْدِي دِينَارٌ  . ثقَِـاتٌ هُ رُوَاتـُهَذَا الحَـدِيثِ » : هِ تِ ياَ فِ لاَ خِ «قاَلَ الْبـَيـْ

ــافِعِي اَ وَرِوَايــَةُ ؛ ابِ تَــكَمَــا فِــي الْكِ عَلَــى الزَّوْجَــةِ لْوَلــَدَ اَ مَ دَ قــَهُ نَّــكِ لَ دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُـــوْ  ــالشَّ ، وَرَوَاهُ ةِ فَ الِ لسَّ

بـَانَ . وَرَوَاهُ ابـْن حِ مٍ لِ مُسْـطِ . عَلـَى شَـرْ صَـحِيحٌ مَّ قـَالَ: حَـدِيثٌ ، ثـُكَـذَلِكَ » هِ كِ مُسْتَدْرَ «فِي الْحَاكِمُ 

19.سَ كِ عُ وَتارةًَ عَلَى الْوَلَدِ لزَّوْجَةُ اَ مَ دِ قُ فَـتَارةًَ » هِ حِ صَحِيْ «فِي 

Artinya: Hadis ini sahih, riwayat dari al-Syafi’i dari Sufyan bin ‘Uyainah dari
Muhammad bin Ujlan dari Sa’id bin Abi Sa’id al-Muqbiri dari Abū
Huraīrah: bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulallah saw, lalu ia
bertanya, wahai Rasulallah, saya memiliki satu dinar? Lalu Nabi
menjawabnya: nafkahilah untuk dirimu, saya memiliki satu dinar lagi?,
nafkahilah untuk anakmu, saya memiliki satu dinar lagi, nafkahilah untuk
keluargamu, saya memiliki satu dinar lagi? Nafkahilah untu
pembantumu, saya memiliki satu dinar lagi? Kamu lebih tau. Hadis
tersebut diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dari jalur al-Syafi’i. Dalam
riwayat yang lain kata anta absaru sebagai ganti kata anta ‘alamu.
Dalam riwayat lain kata ala zaujika sebagai ganti dari kata ahlika.
Ahmad dan al-Nasai dalam riwayat lain dari Abū Huraīrah, yaitu
menggunakan kata: Rasulallah saw bersabda: bersedekahlah kalian.
Seorang laki-laki bertanya. Saya memilki satu dinar? Lalu Rasulallah
menjawabnya: bersedekahlah untuk dirimu. Saya memiliki satu dinar
lagi? Bersedekahlah untuk istrimu. Saya memiliki satu dinar lagi?
Bersedekahlah untuk anakmu. Saya meiliki satu dinar lagi?
Bersedekahlah untuk pembantumu. Saya meiliki satu dinar lagi? Kamu

19 Ibn al-Mulqin Sirājuddīn Abū Hafas ‘Umar bin ‘Alī bin Ahmad al-Syafi’i al-Misrī, Al-Badru
al-Munīr fi Tahrīj al-Ahādis wa al-Asar al-Waqiah fi al-Sirāj al-Kabīr, (Arab Saudi: Dāru al-Riyaḍ,
Cet. Ke-I, Juz VIII, 2004), hal. 310-312.
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lebih tau. hadis ini dari Abū Huraīrah r.a berkata, “ada seorang datang
kepada Nabi saw dan berkata, “wahai Rasulallah, aku mempunnyai satu
dinar? Beliau bersabda, “nafkahilah dirimu sendiri. “ia berkata, “aku
mempunnyai satu dinar lagi? Beliau bersabda, “nafkahilah anakmu.” Ia
berkata, aku mempunnyai satu dinar lagi? Beliau bersabda, “nafkahilah
istrimu.” Ia berkata lagi, “aku mempunnyai satu dinar lagi? Beliau
menjawab, “nafkahilah pembantumu.” Ia berkata, “aku mempunnyai satu
dinar lagi?” beliau menjawab, “engkau lebih tahu siapa yang harus
engkau berikan nafkah.”

Sejauh pembacaan, pengamatan penulis, hadis yang di riwayatkan oleh al-

Syafi’i, al-Baīhaqī, Abū Daud, Ibn Hibān, tidak didapati perbedaan, kecuali hanya

pada teks kalimatnya saja, yang pada intinya maksud dari redaksi hadis tersebut

memiliki makna yang sama, dan hadis tersebut dinilai sebagai hadis sahih.

Jadi menurut al-Nawawī bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi

penghalang kerabat untuk mendapatkan nafkah, perlu diketahui bahwa hal tersebut

hanya berlaku (wajib) bagi uṣūl (ayah ke atas dan seterusnya) dan furū’ (anak dan

seterusnya ke bawah). Lain halnya bagi selain uṣūl dan furū’, misalnya saudara

laki-laki, keponakan, paman, dan sepupu, tidaklah wajib (jawaz) untuk menafkahi

mereka.

Istilah kerabat adalah kata serapan dari Bahasa Arab; al-qarābah, yang

merupakan salah satu bentuk masdar dari fi‘il بَ رَ قَ . Secara bahasa, kata qaraba

bermakna ادنَ (dekat atau di bawah). Lawannya adalah دَ عُبَ  (jauh).20 Menurut al-

Raghib al-Asfahani, lafal q-r-b dalam berbagai bentuknya digunakan untuk

kedekatan tempat, waktu, dan hubungan; baik menyangkut kedudukan,

20 Abū Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makaram Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dāru
al-Fikr, Jilid I, t.th), hal. 662.
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pemeliharaan, maupun kekuasaan. Semua makna ini dapat dijumpai contoh-

contohnya di dalam al-Qur’an, seperti yang menyangkut tempat Q.S. al-Tawbah:

28; waktu Q.S. al-Anbiya’: 97; kedudukan: Q.S. al-Nisa’: 172, pemeliharaan Q.S.

al-Baqarah: 186, dan bermakna kekuasaan (pengetahuan) Q.S. Qaf: 16.21

Adapun kata al-qarābah, seperti dijelaskan Ibn Manzur bermakna kedekatan

hubungan karena seketurunan ( دُّ اَ  بِ سَالنَّ ىفِوُّ نُ ل ). Ia juga menjelaskan bahwa istilah

lain yang semakna adalah qurb, qurba, maqrabah, maqrubah, qurbah, qurubah,

dan aqrab. Sementara dalam Bahasa Inggris, agaknya istilah yang dapat

dipadankan dengan kata kerabat adalah family. Boleh jadi, atas dasar ini pula

kerabat terkadang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan makna

“keluarga” dan diartikan dengan: 1) dekat (pertalian keluarga); sedarah daging, 2)

keluarga; sanak saudara, 3) keturunan, dari induk yang sama.22

Al-Qur’an sama sekali tidak melarang seorang Muslim untuk berbuat baik

dan memberikan sebagian hartanya kepada siapapun selama mereka tidak

memerangi kaum Muslimin dengan motivasi keagamaan atau mengusir kaum

Muslimin dari negeri mereka.

Dengan demikian, dialog dan kerjasama hanya dapat dilakukan manakala

ada perlakuan dan tindakan yang adil diantara para penganut agama yang berbeda.

Oleh karena itu, selain menganjurkan untuk melakukan dialog secara konstruktif

dan etis, al-Qur’an juga memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat baik

21 Al-Raghib al-Isfahani, Mu’jam Mufradat Alfaz al-Qur’an, (Beirut: Dāru al-Fikr, t.th), hal.
414.

22 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, t.th), hal. 423.
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kepada orang-orang di luar Islam, sebagaimana terdapat dalam surat al-

Mumtahanah ayat 8-9, yaitu:

هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ  ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِـنْ دِيـَاركُِمْ أَنْ تَـبـَـرُّوهُمْ وَتُـقْسِـطُوا لاَ يَـنـْ الَّذِينَ لَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ

ينِ وَأَخْرَجُـوكُمْ 8إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِـبُّ الْمُقْسِـطِينَ ( هَـاكُمُ اللَّـهُ عَـنِ الَّـذِينَ قـَاتَـلُوكُمْ فِـي الـدِّ ) إِنَّمَـا يَـنـْ

.ياَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَـتـَوَلَّهُمْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ مِنْ دِ 

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-
orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir
kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu
menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi
kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu
dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan
mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.s al-
Mumtahanah: 8-9).23

Ayat di atas mengisyaratkan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum

Muslimin dan non Muslim, ayat ini secara tegas menyebutkan nama Yang Maha

Kuasa dengan menyatakan bahwa Allah Swt yang memerintahkan kamu bersikap

tegas kepada orang-orang kafir walaupun keluarga kamu tidak melarangmu

menjalin hubungan dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi

kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Allah tidak

melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan tidak juga

melarang kamu berlaku adil kepada mereka. Jika demikian dalam interaksi sosial

23 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra
Semarang, 2002), h.
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mereka berada dipihak yang benar, sedang salah seorang dari kamu berada dipihak

yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka.24

Lebih lanjut Quraish Shihab mengatakan bahwa kata وھمُْ  رُّ تبََ yang terambil

dari kata رٌّ بِ berarti kebajikan yang luas. Dengan penggunaan kata ini oleh ayat di

atas, tercermin izin untuk melakukan aneka kebajikan bagi non Muslim, selama

tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam.25

Al-Zamakhshari mengutip hadis tentang sebab turunya ayat tersebut, yaitu

yang dikeluarkan oleh al-Hakim dari jalur Mubarak, yaitu Qatilah binti ‘Abd al-

Izzi seorang yang musyrik, ibunda dari Asma’ bin Abu Bakar datang kepadanya

ingin memberikan hadiah kepada putrinya. Namun hadiah itu tidak diterima oleh

putrinya dan Qatilah tidak diizinkan masuk, maka turunlah ayat 8 surat al-

Mumtahanah ini. Maka Rasulallah saw memerintahkan kepada Asma’ untuk

mengizinkan ibunya masuk dan menerima hadiah dari ibunya, dan hendaklah

Asma’ bersikap baik dan memuliakan ibunya.26

Sementara menurut al-Tusi para mufassir sepakat bahwa seseorang boleh

berbuat kebaikan kepada kerabatnya atau bukan kerabatnya yang musyrik.27

24 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kreasi al-Qur’an, (Vol XIV,), hal.
168.

25 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kreasi al-Qur’an, (Vol XIV), hal.
169.

26 Al-Zamakhsari, Tafsir al-Khashshaf, (Beirut Libanan: Dāru al-Ma’rifah, Juz IV, Cet. Ke-III,
2009), hal. 503.

27 Abu Ja’far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi, Al-Tibyan fi Tafsir al-Qur’an, Tahqiq Ahmad
Habib Nasir al-Amili, (Beirut: Dāru Ihyā’ al-Turās al-‘Arabi, Juz IX, t.th), hal. 583. Lihat pula Abu al-
Fadal bin al-Hasan al-Tabarishi, Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, (Beirut Libanan: Dāru al-
Murtadha, Juz V, Cet. Ke-I, 2006), hal. 450.
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Sedangakn menurut Ibn al-‘Arabi ayat tersebut menjelaskan kewajiban anak

memberi nafkah kepada orang tuanya yang kafir.28

Sedangkan Ibn Qudāmah berkaitan dengan tidak adanya hak nafkah kerabat

yang berlainan agama, ia berargumen dengan qiyas, sebagaimana ia paparkan

dalam kitabnya al-Mughnī, yaitu:

ـــرُ مُتـَــوَارثَِـيْنِ  فَـلَـــمْ يَجِــبْ لأَِحَـــدِهِمَا عَلـَـى الآْخَـــرِ نَـفَقَـــةٌ كَنـَفَقَــةِ غَيْـــرِ عَمُــودَيْ النَّسَـــبِ، وَلأِنََّـهُمَــا غَيـْ

29.باِلْقَرَابةَِ 

Artinya: Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar keturunan
(nasab), karena keduanya tidak saling mewarisi, dan tidaklah wajib pula
memberikan nafkah bagi salah satu diantara orang tua atas yang lain
dengan adanya kekerabatan.

Pernyataan Ibn Qudāmah tersebut bisa dipahami, bahwa gugurnya hak

nafkah kerabat yang berlainan agama, pertama, karena ia menyamakannya dengan

hukum kewarisan, yang mana dalam ilmu kewarisan tidaklah bisa saling mewarisi

manakala salah satu diantara pewaris atau yang mewarisi berlainan agama.

Menurut Abū Zahrah, pengertian qiyas dalam maẓhab Hanbali- maẓhab yang

dianut oleh Ibn Qudāmah, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan konsep qiyas

yang digunakan oleh maẓhab lainnya seperti al-Syafi’i, Abū Hanifah, dan lain-

lain.30 Secara umum qiyas didefinisikan sebagai:

28 Abu Bakar Muhammad bin ‘Abdullah Ibn al-‘Arabi, Tahqiq Muhammad Abd al-Qadir ‘Atā,
Ahkam al-Qur’an, (Beirut Libaban: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, t.th), hal. 583.

29 Ibn Qudāmah, Al-Mughnī liibni Qudāmah, Juz XI, hal. 376.
30 Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, (Beirut: Dāru al-Fikr al-‘Arabi, t.th), hal. 218.
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ةِ اِلْحَاقُ امَْرٍ غَيْرِ مَنْصُـوْصٍ عَلـَى حُكْمِـهِ الَشَّـرْعِيِّ بـِأَمْرٍ مَنْصُـوْصٍ عَلـَى حُكْمِـهِ لاِشْـتِرَاكِهِمَا فِـي عِلَّـ

31.الْحُكْمِ 

Artinya: Menyatukan sesuatu yang tidak disebut hukumnya dalam nas dengan
sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nas disebabkan kesatuan
hukum antara keduanya.

Konsekuensi dari dipakainya qiyas adalah bahwa kasus yang belum ada

status hukumnya disamakan dengan kasus yang sudah terlebih dahulu sudah

mempunyai status hukum. Dalam proses ini diteliti adanya illat terhadap sesuatu

yang dihadapi. Apabila illatnya sama dengan illat hukum yang ada di dalam nas

maka hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi tersebut sama dengan hukum

yang sudah ditetapkan oleh nas.32

Diriwayatkan bahwa Imām Ahmad bin Ḥanbal berkata: “Sesungguhnya

qiyas itu memang sangat dibutuhkan, dimana para Sahabat juga telah berpegang

kepada qiyas.” Imām Ahmad menetapkan qiyas sebagai salah satu dasar hukum

yang digunakan. Begitu pula dengan para pengikutnya.33

Dalam konsep qiyas terdapat beberapa rukun yaitu: al-Aṣl, al-far’, al-hukm,

dan illat.34 Rukun-rukun tersebut apabila diimplementasikan dalam permasalahan

nafkah kerabat yang berlainan agama adalah sebagai berikut:

31 Abū Zahrah, Fi Tarikh Maẓahib al-Fiqhiyyah, (Kairo: Mathba’ah al-Madani, t.th), hal. 360.
32 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 63.
33 Abū Zahrah, Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah........., hal. 220.
34 Abū Zahrah, Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah......, hal. 227.
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1. Al-Aṣl. Adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas seperti al-

Qur’an, al-Hadis, dan ijma’. Al-Aṣl dalam masalah ini adalah warisan (bagi non

Muslim) yang hukumnya telah dijelaskan dalam al-Qur’an maupun hadis.

2. Al-Far’. Adalah sesuatu yang tidak ada nas-Nya. Artinya al-Far’u merupakan

sesuatu yang baru yang belum ada ketentuan hukumnya dan hendak digali. Di

sini al-far’ yang dimaksud menurut Ibn Qudamah adalah nafkah kerabat (yang

berlainan agama).

3. Al-Hukm. al-Hukm adalah hukum yang akan diqiyaskan untuk memperluas

hukum dari al-Ashl kepada al-Far’u dalam hal ini hukum waris bagi non

Muslim adalah gugur.

4. Al-Illat. Al-Illat merupakan sesuatu yang mirip antara al-Ashl dan al-Far’u.

Illat dari gugurnya kewarisan bagi non Muslim adalah berlainan agama

sehingga berdampak gugurnya nafkah bagi non Muslim.

Kedua, karena memang dalam maẓhab Hanbali mensyaratkan antara pemberi

nafkah dan penerima nafkah harus seagama, selain itu Hanabilah beralasan dengan

melihat bahwa memberi nafkah kepada orang tua adalah sebuah bentuk

kesukarelaan, atau pekerjaan sukarela yang didasari atas kebaktian (kepada orang

tua) dan ṣilah (menyambung tali silaturahim), maka tidak wajib kepada yang

berlainan agama. Karena perbedaan agama tidak terdapat di dalamnya nilai [ر [الب

(berbakti) dan juga menyambung tali silaturahmi, sebagaimana juga perbedaan

agama yang memutus jalannya perwarisan (Orang yang berbeda agama tidak bisa

saling mewarisi).
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Kata al-bir adalah pecahan dari kata al-bar (daratan) dan lawannya adalah

al-bahr (lautan). Kata ini menggambarkan makna keluasan (al-tawassu‘) yang

terdapat di dalamnya, karena itulah ia dipakai untuk segala isim jami‘ bagi setiap

perbuatan-perbuatan baik.35 Menurut Ibn Manzur, secara bahasa al-bir bermakna

kebenaran dan ketaatan (al-sidq wa al-ta‘at) dan dengan mengutip pendapat Abu

Mansur, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-bir adalah kebaikan di

dunia dan di  akhirat دُّ رُ یْخَ ( )ةِ رَ خِالآَْ ا وَ یَ نْ ال . Dimaksudkan dengan kebaikan di dunia

adalah segala yang dianugerahkan Allah Swt kepada hamba-Nya berupa petunjuk,

nikmat, dan kebaikan-kebaikan, sedangkan kebaikan di akhirat berupa

kemenangan yang kekal di dalam surga.36

Penelusuran terhadap makna al-bir dalam konteks istilah syara‘

menunjukkan bahwa para ahli tafsir sepakat memaknakannya sebagai segala

sesuatu yang dijadikan sebagai sarana untuk ber-taqarrub kepada Allah Swt, yakni

berupa keimanan, amal saleh, dan akhlak mulia.37 Atau dalam bahasa yang lebih

singkat, seperti dijelaskan oleh Nashir Makarim Syaīrāzī, kata al-bir dipakai untuk

menerangkan tentang macam-macam al-ihsan.38

35 Muhammad Sayyid al-Tantawi, al-Tafsir al-Wasit li al-Qur’an al-Karim, (Beirut: Daru al-
Ma’arif, Jilid I, t.th), hal. 359.

36 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Jilid IV, hal. 51-52.
37 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid II, hal. 91.
38 Nashir Makarim Syairazi, Tafsir al-Amtsal, Terj, (Jakarta: Gerbang Ilmu Press, t.th), hal. 470.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam masalah hak nafkah bagi kerabat yang berlaianan agama, al-Nawawī

berpendapat bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang kerabat

untuk mendapatkan nafkah (ini berlaku wajib bagi uṣūl ke furū’ dan atau

sebaliknya), lain halnya bagi selain mereka, nafkahnya berstatus tidak wajib

(jawaz- boleh). Sementara itu Ibn Qudāmah berpendapat bahwa perbedaan

agama dapat menghalangi kerabat untuk mendapatkan hak nafkahnya-

gugur, karena memang maẓhab Hanabilah mensyaratkan dalam nafkah

adanya kesamaan agama.

2. Al-Nawawī mengatakan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi hak

kerabat untuk mendapatkan nafkah, karena ia berargumen dengan Hadis

Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abū Huraīrah, kedua ia berhujjah dengan

menggunakan dalil aql, anak itu lahir karena adanya pernikahan, ayah ada

karena adanya pernikahan ayahnya, maka meskipun dalam perbedaan agama

tidaklah menjadi penghalang untuk memperoleh hak nafkah- perlu dicatat,

bahwa kerabat yang tetap wajib dinafkahi ialah uṣūl ke furū’ dan furū’ ke

uṣūl, selain itu hanya sebatas boleh. Sementara Ibn Qudāmah yang

berpendapat gugurnya hak kerabat untuk mendapatkan hak nafkah, ia

berargumen dengan qiyas, yaitu menyamakannya hak nafkah kerabat dengan
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hukum kewarisan (ulama sepakat, berlainan agama tidak bisa saling

mewarisi), argumen lain yang dibangun olehnya ialah ketidak samaan agama

tersebut merupakan bentuk tiadanya nilai al-bir “kebaikan”.

B. Saran-saran

1) Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang hak

nafkah kerabat yang berlainan agama yang tercakup dalam pendapatnya al-

Nawawī dan Ibn Qudāmah. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam,

dapat dibaca dari hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan

penelitian yang lebih mendalam.

2) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya,

terhusus mengenai hak nafkah bagi kerabat yang berlainan agama.

3) Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan bagi perumus

hukum Islam atau tepatnya Kompilasi Hukum Islam maupun Perundang-

undangan, karena dalam KHI maupun Perundang-undangan belum ada

ketentuan-ketentuan yang jelas, terperinci berkaitan dengan nafkah kerabat

yang beda agama.

C. Kata Penutup

Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta

alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-

lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan

manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

tulisan yang sederhana ini.
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Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih

ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap

berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya

serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt,

kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon

petunjuk dan pertolongan.
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